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ABSTRAK

KETENTUAN PENARIKAN DIRI NEGARA DARI KEANGGOTAAN
ORGANISASI INTERNASIONAL (EU DAN ASEAN)

Oleh
YUGA NARAZUA KHANZA

Penarikan diri dari organisasi internasional merupakan peristiwa ketika negara
anggota suatu organisasi secara sukarela melepaskan diri dari semua kewajiban
dalam perjanjian pembentukan organisasi dan secara hukum mengakhiri
keanggotaannya. Penarikan diri diklasifikasikan menjadi dua kategori hukum,
berdasarkan ketentuan dan tanpa ketentuan dalam instrumen pokok organisasi.
Pertanyaan yang muncul dari pengklasifikasian ini adalah bagaimana ketentuan
organisasi internasional berdasarkan tiap kategori. European Union (EU) dan
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi yang
merepresentasikan tiap kategori. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui ketentuan penarikan diri dalam organisasi EU dan ASEAN.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif,
dengan sumber data sekunder dan menggunakan teknik studi kepustakaaan sebagai
metode pengumpulan data. Pengolahan data dari penelitian ini adalah melalui
perbandingan hukum yang mengatur mengenai penarikan diri di EU dan ASEAN.
Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum internasional di bidang hukum organisasi internasional dan hukum
perjanjian internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tingkat kewenangan yang
diberikan negara anggota kepada organisasi merupakan faktor yang mendasari
pengaturan ketentuan penarikan diri dalam organisasi EU dan ASEAN. Pengakuan
hak penarikan diri negara dari keanggotaan EU pada pasal 49 A Treaty of Lisbon,
merupakan ketentuan yang menjadi jaminan penghormatan terhadap national
interest negara-negara anggota akibat besarnya kewenangan EU untuk mengatur
pelaksaaan dari berbagai perjanjian. Sementara, akibat preferensi negara anggota
untuk tidak memberikan sebagian kedaulatannya kepada organisasi, ASEAN
memiliki kewenangan yang dibatasi sehingga ketentuan penarikan diri tidak
dibutuhkan.

Kata Kunci: Organisasi internasional, Penarikan Diri, EU, ASEAN.



ABSTRACT

THE PROVISION OF WITHDRAWAL FROM THE MEMBERSHIP OF
INTERNATIONAL ORGANIZATION (EU AND ASEAN)

By
YUGA NARAZUA KHANZA

Withdrawal from an international organization occurs when a member state
voluntarily removes itself from all contractual obligations and legally terminates its
membership. Withdrawals are broadly divided into two legal categories,
withdrawals based on provisions in the organization's constitution and withdrawals
without provisions in the organization's constitution. The problem that arises from
the classification is how the organization's provisions for withdrawal actions are
based on each categories. European Union (EU) and Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN) represent each of the category. Therefore, the purpose of this
study is to find out the terms of withdrawal in the EU and ASEAN.

This bachelor thesis uses juridical-normative research, with secondary data sources
and using literature study techniques as data collection methods. The data
processing of this research is through a comparison of laws governing withdrawal
in the EU and ASEAN constituent treaties. The collected research material will be
analyzed under the principles of international law in the fields of The Law of
International Organizations and The Law of International treaty.

This research reveals that the difference in the level of authority granted by member
countries to organizations is the underlying factor in the regulation of withdrawal
provisions in EU and ASEAN. EU have steadily expanded and strengthened their
authority as member states have agreed by the treaties to share their own
sovereignty and gave the EU levels of authority over different areas. Therefore,
recognition of the right of member state to withdraw from EU membership in
Article 49 A of the Treaty of Lisbon is required in the event that EU membership
would adversely affect them. Meanwhile, due to the preference of member state not
to give part of their sovereignty to the organization, ASEAN agreements are
fulfilled on the basis of best national voluntary efforts. Withdrawal provisions are
unnecessary in ASEAN because there is no reason for ASEAN member countries
to leave since there is no imminent threat that ASEAN membership will harm them.

Key words: International Organization, Withdrawal, EU, ASEAN.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan organisasi internasional merupakan manifestasi dari kebutuhan
negara-negara untuk bekerja sama dalam sebuah kerangka institusional. Kebutuhan
akan kerja sama ini muncul karena negara-negara menganggap dirinya tidak lagi
mampu menjalankan tugas-tugas tertentu secara independen. Namun, keputusan
negara-negara untuk membentuk organisasi internasional tidak mengubah fakta
bahwa “states are regularly the organization’s most significant opponents” atau
negara-negara yang membentuk organisasi merupakan penentang utama dari

organisasi itu sendiri.

Ketika terjadi perubahan kewajiban dalam organisasi atau adanya perluasan fungsi
organisasi yang tidak sesuai dengan preferensi domestiknya, negara anggota
berusaha menentang dan menghalangi realisasi kebijakan organisasi tersebut.?
Tindakan negara anggota ini dapat menciptakan pemutusan hubungan antara
kepentingan nasional dan komitmen internasional yang menyebabkan negara
anggota menginginkan suatu kebijakan untuk mengakhiri keanggotaan. Dari semua
metode pengakhiran keanggotaan yang ditemukan dalam konstitusi internasional,
withdrawal atau penarikan diri merupakan satu-satunya hak yang tersedia bagi

negara anggota untuk mengakhiri keanggotaannya dari organisasi internasional.

! Henry G Schermers and Niels M Blokker. International Institutional Law, (Martinus
Nijhoff 5th edition: 2011), him. 20-21.

2 Laurence R. Helfer, Exiting Treaties, (Virginia Law Review, Vol. 91, No. 7: 2005), him. 1582.
Diakses dari: http://www.jstor.org/stable/3649442?seq=1&cid=pdf-
reference#freferences tab_contents.



http://www.jstor.org/stable/3649442?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/3649442?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents

Penarikan diri (withdrawal) merupakan salah satu istilah dalam ketentuan yang
lebih luas lagi mengenai pengakhiran keanggotaan dalam organisasi internasional.
Istilah penarikan diri digunakan untuk merujuk pada tindakan sepihak di mana
suatu negara yang sedang menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional atau
memiliki keanggotaan dalam suatu organisasi internasional mengakhiri
keanggotaannya dengan perjanjian atau organisasi yang bersangkutan.* Ketika
sebuah negara menjadi tidak puas dengan perjanjian pembentukan organisasi
setelah diberlakukan secara hukum, yang mana alasan suatu negara melakukan hal
ini bermacam-macam, seperti adanya suatu keadaan yang berubah, perubahan
pilihan domestik, atau ketidakpuasan terhadap keputusan yang dibuat oleh
perjanjian internasional yang bersangkutan, hingga menyebabkan pertentangan
antara kepentingan nasional dan komitmen internasional, hukum internasional
menyediakan ketentuan penyelesaian masalah tersebut melalui hak penarikan diri

(right of withdrawal).®

Penarikan diri dari organisasi internasional terjadi ketika negara anggota secara
sukarela melepaskan diri dari semua kewajiban dalam perjanjian pembentukan
organisasi dan secara hukum mengakhiri keanggotaannya. Prosedur penarikan diri
menciptakan mekanisme publik yang sah bagi suatu negara untuk mengakhiri
kewajiban perjanjiannya atau menarik keanggotaannya dalam organisasi. Penarikan
diri adalah tindakan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan dari negara
anggota lain dalam perjanjian pembentukan organisasi dan kemungkinan negara
melakukan tindakan tersebut cukup luas di seluruh institusi.® Penarikan diri dari
perjanjian internasional tidak melanggar hukum internasional; penarikan hampir

selalu diperbolehkan. Namun, negara-negara biasanya ragu-ragu untuk menarik

% 1bid, him. 1591.
4 Laurence R. Helfer, Terminating Treaties dalam The Oxford Guide to Treaties, (Duncan Hollis
ed., Oxford University Press: 2012) him. 635. Diakses dari:

https://scholarship.law.duke.edu/faculty _scholarship/2662.

5 Erik Jensen, Public International Law: Treaties and International Organizations (Stanford Law
School: California, 2016), him. 14-15. Diakses dari: https://law.stanford.edu/publications/public-
international-law-treaties-international-organizations/.

% Inken Von Borzyskowski dan Felicity Vabulas. Hello, goodbye: When do states withdraw from
international organizations? (The Review of International Organizations, 2019) him. 6. Diakses
dari: https://doi.org/10.1007/s11558-019-09352-2.



diri, terutama dari perjanjian yang mengikat secara hukum, karena penarikan dapat

dianggap oleh pihak lain sebagai indikasi negara tersebut tidak dapat diandalkan’.

Seperti halnya perkembangan pendirian organisasi internasional oleh negara terus
meningkat, demikian pula dengan perkembangan penarikan diri negara dari
keanggotaan organisasi internasional. Sejak akhir dari Perang Dunia Il, negara-
negara anggota telah melakukan upaya penarikan diri lebih dari 200 kali dalam
kurun waktu 70 tahun. Sehingga jika dikalkulasikan, sekitar 2 (dua) negara per
tahun memutuskan untuk menarik diri dari organisasi internasional. Amerika
Serikat (AS), Kanada, dan Britania Raya (UK) adalah negara yang paling sering
menarik diri sejak 1945, namun seiring berjalannya waktu, banyak negara lain yang
melakukan tindakan penarikan diri dari organisasi internasional, menunjukkan
bahwa penarikan diri dari organisasi internasional menjangkau berbagai organisasi,
wilayah dunia, dan ukuran kelembagaan, yang mana hal ini berarti bahwa ketentuan

penarikan tidak hanya berlaku untuk negara-negara maju saja.®

Pada bulan April 2017, Republik Bolivarian Venezuela secara resmi memulai
proses penarikan diri dari Organization of American States (OAS) dalam keputusan
yang ditegaskan oleh Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Venezuela
mengumumkan akan meninggalkan OAS, setelah badan regional itu memutuskan
untuk mengadakan sidang istimewa guna membahas krisis politik di negara
tersebut. Penarikan diri Venezuela dari OAS, disebabkan preferensi domestik, yang
ditegaskan dengan pernyataan bahwa hanya rakyat Venezuela yang memiliki hak
untuk menyelesaikan masalah internal dalam negeri mereka tanpa campur tangan

anggota-anggota OAS. °

Empat tahun lalu, Pengadilan Tinggi Afrika Selatan ditugaskan menyelesaikan
persyaratan konstitusional domestik sebagai syarat dalam ketentuan penarikan diri

" Orde Kittrie. International Law, (Foundation for Defense of Democracies: 2021). Diakses dari:
(https://www.fdd.org/analysis/2021/01/14/international-law/).

8 1hid.

% Viona Rashica, The Right, Procedures and Reasons of the Withdrawal of States from International
Organizations, (SEEU Review 14.2: 2019), him. 73.



dari perjanjian yang telah diratifikasi oleh Parlemen. Hal ini merupakan hasil dari
pengumuman tak terduga Afrika Selatan mengenai penarikan diri dari International
Criminal Court (Statuta Roma) pada 27 pada Oktober 2016.1° Kecenderungan
untuk keluar dari ICC dimulai oleh Burundi pada 18 Oktober 2016. Langkah
Burundi diikuti oleh Afrika Selatan hanya sembilan hari kemudian. Selanjutnya,
Gambia turut keluar pada 10 November 2016, kemudian ditutup oleh Rusia pada
16 November 2016.

Pada 23 Juni 2016, Britania Raya (UK) mengadakan referendum °Brexit’ untuk
memutuskan apakah mereka harus keluar atau tetap menjadi anggota EU. Istilah
Brexit merupakan ungkapan yang digunakan untuk mempersingkat kalimat “UK
meninggalkan EU” dengan menggabungkan dua kata, yaitu “Britain” dan “Exit”
menjadi Brexit. Lebih dari 30 juta orang rakyat UK memberikan suara, dengan hasil
akhir 51,9% orang memilih untuk meninggalkan EU dan sisa 48,1% memilih untuk
tetap bergabung dengan EU.! Setelah mayoritas pemilih mendukung pengakhiran
keanggotaan UK dari EU, lembaga eksekutif UK mengumumkan niatnya untuk
merealisasikan ketentuan penarikan diri dari organisasi melalui ketentuan
penarikan diri yang terdapat dalam Treaty on European Union (TEU) sebagai
instrumen pokok EU. Pada 31 Januari 2020, UK secara resmi mengakhiri 48 tahun
keanggotaanya dari EU.

Salah satu isu menarik yang muncul dari tindakan penarikan diri dari organisasi
internasional adalah bagaimana ketentuan organisasi mengenai tindakan tersebut.
Jika organisasi menyediakan klausul penarikan dalam instrumen pokoknya, negara
dapat menarik diri berdasarkan hukum organisasi. Namun bagaimana dengan
organisasi internasional yang tidak memiliki klausul penarikan dalam instrumen

pokoknya?

1 Hannah Woolaver. From Joining to Leaving: Domestic Law’s Role in the International Legal
Validity of Treaty Withdrawal, (European Journal of International Law, Volume 30, Issue 1: 2019),
him. 78. Diakses dari: https://doi.org/10.1093/ejil/chz003.

11 Florea Dumitrita, and Narcisa Gales. The Brexit Phenomenon, (European Journal of Law and
Public ~ Administration Volume 4 Issue 1. 2017), hilm. 12. Diakses dari:
https://doi.org/10.18662/eljpa/02.



In the light of Brexit Case, penelitian ini mengambil EU sebagai contoh dari
organisasi yang menyediakan ketentuan penarikan diri bagi negara anggotanya. EU
adalah organisasi supranasional yang keanggotaannya terbatas pada negara-negara
di kawasan Eropa. EU dipandang sebagai organisasi supranasional karena struktur
kelembagaan dan prosedur pengambilan keputusannya. Di bawah perjanjian
pembentukannya, negara-negara anggota EU memutuskan untuk mengumpulkan
kedaulatan dan mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan
mereka kepada lembaga-lembaga EU untuk mengatur harmonisasi kebijakan di
berbagai sektor yang menjadi kepentingan bersama.*? Karena tiap negara anggota
menyerahkan kuasa kepada pemerintah yang berada diatasnya, maka EU disebut

sebagai organisasi supranasional.

Dari banyaknya kasus penarikan diri negara dari organisasi internasional, keluarnya
UK dari EU merupakan kasus yang paling kontroversial. Dalam organisasi dengan
bentuk pemerintahan supranasional, tindakan penarikan diri secara sepihak oleh
negara anggota tidak dimungkinkan. Negara anggota bahkan tidak mempunyai
kewenangan kolektif untuk membubarkan organisasi atau untuk mengubah
kewenangan organisasi tanpa kolaborasi dari organ-organ supranasional organisasi
internasional tersebut. Sehingga pencantuman ketentuan penarikan diri dalam
instrumen pokok EU (yang menjadi dasar hukum bagi negara anggota untuk
melakukan tindakan pengakhiran keanggotaan secara sepihak) menimbulkan

pertanyaan tentang kompatibilitasnya dengan prinsip umum tatanan hukum EU.

Ketentuan penarikan diri termasuk ke dalam klasifikasi ketentuan disintegrasi, yang
sangat kontras dengan ketentuan apa pun yang dapat dianggap sebagai norma
pengintegrasian dalam suatu organisasi, terlebih dalam organisasi dengan tujuan
integrasi seperti EU. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menganalisis mengapa
dicantumkan klausul penarikan diri di EU untuk memahami sepenuhnya bagaimana

aplikasi atau prosedur dan fungsi dari klausul penarikan tersebut.

12 James McBride. How Does the European Union Work, (Council on Foreign Relation: 2020)
diakses melalui https://www.cfr.org/backgrounder/how-does-european-union-work.



Terhadap bagaimana ketentuan penarikan diri dalam organisasi yang tidak
memiliki klausul penarikan dalam instrumen pokoknya, penelitian ini akan
menganalisisnya dari organisasi ASEAN. EU dan ASEAN stands as each other
counterpart sebagai organisasi regional, karena keanggotaan dibatasi pada negara-
negara yang letaknya secara geografis berada di kawasan atau wilayah tertentu.
Namun, tidak seperti EU yang menyediakan ketentuan penarikan diri dalam
perjanjian konstituennya, instrumen pokok ASEAN tidak memberikan ketentuan
maupun larangan bagi negara anggota untuk melakukan tindakan tersebut.

ASEAN merupakan organisasi antarpemerintah (intergovernmental organization)
yang keanggotaannya terbatas pada negara-negara yang berada di kawasan Asia
Tenggara. Tujuan pembentukan ASEAN adalah kerja sama antar pemerintah
negara, untuk mempromosikan pembangunan dengan tetap melindungi kedaulatan
nasional negara anggotanya sehingga tidak melibatkan proses penyatuan
kedaulatan. ASEAN memperlakukan negara anggota, khususnya pemerintah
negara, sebagai pelaku utama dalam proses integrasi. Hal inilah yang menjadikan

ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah.

Hingga saat ini belum ada kasus tindakan penarikan diri yang dilakukan oleh
anggota ASEAN. Namun, kasus Brexit menunjukkan bahwa perpecahan bisa saja
terjadi pada organisasi dengan tingkat integrasi yang paling sukses seperti EU,
maka, kemungkinan negara anggota untuk suatu saat ingin melakukan pengunduran
diri dari ASEAN akan selalu ada. Sehingga menjadi menarik bagi penulis untuk
menganalisis bagaimana ketentuan EU dan ASEAN terhadap tindakan penarikan

diri anggota nya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam latar belakang, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah ketentuan mengenai penarikan diri negara anggota dalam

instrumen pokok EU?



2. Bagaimanakah ketentuan mengenai penarikan diri negara anggota dalam
ASEAN?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan
mengetahui pengaturan pengunduran diri negara anggota dalam organisasi
internasional EU dan ASEAN.

2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki kegunaan dalam menjelaskan bagaimana organisasi
internasional mengatur mengenai  ketentuan penarikan diri  dalam
keanggotaanya dan menambah kajian seputar kebijakan penarikan diri yang
memberikan peluang bagi negara untuk keluar dari keanggotaan internasional.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini akan membahas mengenai ketentuan penarikan diri dari
keanggotaan organisasi EU dan ASEAN dengan bersandar pada ketentuan hukum
internasional yaitu Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 19609,
instrumen pokok EU vyaitu Treaty on the European Union, dan instrumen pokok
ASEAN yaitu ASEAN Charter.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan permasalahan dalam penelitian
ini secara keseluruhan, maka penulisan penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 bab.
BAB | Pendahuluan.

Bab 1 dari penelitian ini berisi mengenai pendahuluan. Di dalam bab ini akan
dipaparkan mengenai latar belakang penulis meneliti masalah, rumusan masalah,

tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian.



BAB Il Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai hukum organisasi internasional dan
masalah keanggotaan di dalam organisasi internasional. Bab ini juga menjelaskan
mengenai tindakan penarikan diri dari organisasi Internasional mencakup
terminologi, bentuk dan penyebabnya. Di akhir bab ini penulis menguraikan
mengenai organisasi internasional regional EU dan ASEAN dengan melihat

instrumen pokok dan dasar hukum pendiriannya.

BAB 111 Metode Penelitian.

Bab ini berisi uraian metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang
diperlukan. Termasuk didalamnya jenis penelitian, yaitu penelitian hukum yuridis-
normatif, pendekatan penelitian berupa pendekatan kualitatif, dan sumber data yang
berasal dari bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.
Bab ini akan berfokus pada pembahasan mengenai ketentuan penarikan diri dalam
organisasi internasional regional EU dan ASEAN dan mengkomparasikannya

menurut ketentuan dalam instrumen masing-masing institusi.

BAB V Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan dan ringkasan jawaban dari pertanyaan penelitian, serta
rekomendasi atau insights dari temuan dari penelitian yang penulis anggap
bermanfaat untuk pengembangan pemikiran mengenai ketentuan withdrawal atau

penarikan diri.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Organisasi Internasional

Organisasi internasional diartikan sebagai bentuk kerjasama negara-negara di dunia
yang didirikan atas kesepakatan berdasarkan hukum internasional. Vienna
Convention on the Law of Treaties 1969 (selanjutnya disebut “VCLT”), dalam
ketentuan istilahnya (use of terms) mengatur yang disebut dengan organisasi
internasional adalah organisasi antarpemerintah (intergovernmental organization)
dan tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dari definisi tersebut. Penggunaan istilah
dalam VCLT mengikuti pendekatan International Law Commission (selanjutnya
disebut ILC) yang memilih istilah “intergovernmental organization” dalam
merepresentasikan arti dari organisasi internasional. Untuk waktu yang lama, tidak
ada definisi yang diterima secara universal tentang apa yang merupakan organisasi
internasional. Namun pada tahun 2003, ILC memutuskan untuk menganut
pendekatan yang berbeda ketika merumuskan draft articles on the responsibility of
international organizations. Dalam konteks ini, ILC menyatakan bahwa istilah
‘organisasi internasional’ mengacu pada organisasi yang didirikan oleh perjanjian
atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian
hukum internasionalnya sendiri.*® Sehingga, kebanyakan studi tentang organisasi
internasional terbatas pada organisasi internasional publik, dan tidak termasuk

organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organizations/ NGOs). 4

13 Definisi organisasi internasional yang dimuat dalam pasal 2 huruf (a) Draft articles on
responsibility of international organizations (2011) yang menyebutkan: “international
organization” means an organization established by a treaty or other instrument governed by
international law and possessing its own international legal personality. International
organizations may include as members, in addition to States, other entities”.

4 Henry G Schermers and Niels M Blokker, op.cit, him. 31-32.
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Organisasi internasional secara garis besar selalu dikonseptualisasikan sebagai
entitas yang memiliki satu fungsi utama, yaitu management of common problems.
D.W. Bowett mengatakan bahwa perkembangan organisasi internasional pada
dasarnya merupakan respons terhadap kebutuhan nyata yang timbul dari hubungan
internasional. Schermers & Blokker juga menulis bahwa globalisasi
meningkatkan kesadaran akan masalah utama dunia sehingga membutuhkan solusi
internasional yaitu pembentukan organisasi internasional. Berdasarkan dua
pendapat tersebut berarti, pembentukan organisasi internasional merupakan solusi
terhadap keinginan negara untuk tetap independen meskipun kenyataannya

memiliki saling ketergantungan yang memaksa negara untuk bekerja sama.*®

Organisasi Internasional antar pemerintah merupakan fenomena yang relatif baru,
meskipun banyak sarjana yang mengatakan bahwa organisasi internasional telah
berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Realitasnya, organisasi internasional baru
muncul dalam konteks sistem negara di Eropa pada abad ke-19, dimana saat itu ada
upaya spesifik dan kesadaran bersama untuk memfasilitasi hubungan-hubungan
antarnegara dan untuk membuat sebuah prosedur fungsional bagi upaya-upaya
internasional. Organisasi internasional pertama yang lahir adalah Central
Commission for the Navigation of the Rhine (1815). Tetapi beberapa sumber
menyebut International Telegraph Union (1865), cikal bakal 1TO saat ini, sebagai

organisasi internasional yang pertama kali berdiri.'®

Eksistensi organisasi internasional mengalami pertumbuhan yang sangat cepat
pasca Perang Dunia I. Tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya pembentukan
organisasi internasional saat itu bersamaan dengan berkembangnya paham idealism
dalam studi hubungan internasional yang baru lahir, yang ingin menyumbang
pemikiran bagi perwujudan perdamaian dunia melalui pendekatan hukum dan

organisasi internasional. Setelah terbentuknya Leauge of Nation, saat itu berbagai

15 hid.
16 Umar Suryadi Bakry. Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama, (Kencana, 2017),
him. 193-197.
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organisasi internasional antar pemerintah mulai didirikan, baik yang lingkupnya

global, regional, maupun fungsional (menangani masalah tertentu).

Dalam abad ke-21 saat ini, organisasi internasional telah menjamur sedemikian
rupa sehingga hampir setiap masalah (isu) telah memiliki organisasi internasional
sendiri-sendiri. Menurut Yearbook of International Organization, pada tahun 1935
tercatat terdapat 90 organisasi internasional. Jumlah tersebut bertambah menjadi
378 organisasi internasional pada 1984 dan pada 2013 jumlahnya di seluruh dunia
telah mencapai total 7.756 organisasi internasional, mencakup organisasi
internasional yang bersifat global, regional, fungsional maupun kepentingan
identitas, dan jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah negara-bangsa yang

membentuknya.

1. Personalitas Hukum Organisasi Internasional

Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dan pemegang
hak dan kewajiban hukum itu memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan-
hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum.!” Entitas
yang memenuhi memenuhi syarat di atas maka selanjutnya disebut memiliki “legal
personality” atau personalitas hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, maka benar
bahwa organisasi internasional merupakan pemegang hak dan kewajiban menurut
hukum internasional. Namun, berbeda dari negara, organisasi-organisasi
internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek asli
hukum internasional. Organisasi internasional adalah subjek buatan, subjek hukum
yang diciptakan oleh negara-negara yang mendirikannya. Organisasi-organisasi
internasional melaksanakan kehendak negara-negara anggota yang dituangkan

dalam suatu perjanjian internasional.

Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional jika memang

dalam anggaran dasar pembentukannya (the constituent treaty) dimaksudkan

17 Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, (Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia, 2004), him. 7.
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sebagai organisasi internasional, akan tetapi seringkali hal tersebut tidak tercantum
secara eksplisit, sehingga diperlukan penelusuran lebih jauh untuk menentukan
apakah suatu Organisasi itu merupakan organisasi internasional. Pada umumnya
hukum internasional diidentikkan dengan hukum internasional publik, sehingga
suatu organisasi internasional harus memenubhi kriteria sebagai public international
organization dan harus memiliki legal personality, dengan kriteria®®:

a. Merupakan organisasi internasional publik yang permanen; Organisasi tersebut
dibentuk oleh perjanjian internasional, dilengkapi dengan organ, dan diatur oleh
hukum internasional.

b. Adanya pembagian kewenangan hukum dan tujuan antara organisasi tersebut
dan negara anggotanya; Organisasi itu mempunyai kewenangan untuk
mengambil keputusan yang mengikat anggotanya, dan bisa mewakili
kepentingannya sendiri dalam forum internasional, misalnya untuk ikut dalam
perjanjian internasional.

c. Kewenangan hukum tersebut berlaku tidak hanya di sistem nasional satu atau
beberapa negara, tetapi berlaku di lingkup internasional. Organisasi tersebut

mempunyai kapasitas untuk bertindak dalam lingkup internasional.

Organisasi internasional diakui sebagai subjek hukum internasional yang berhak
menyandang hak dan kewajiban dalam hukum internasional barulah sejak
keluarnya Advisory Opinion Mahkamah Internasional dalam kasus Reparation for
injuries suffered in the service of the UN 1949. Mahkamah Internasional dalam
advisory opinion nya tahun 1949 tersebut menyatakan bahwa organisasi
internasional merupakan international person karena merupakan subjek hukum
internasional dan mempunyai legal personality yang artinya dapat memiliki hak
dan kewajiban dalam hukum internasional, dapat mengajukan klaim internasional,

juga dapat memiliki imunitas di wilayah negara anggotanya.

Dengan diterimanya organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional,

berarti organisasi internasional itu mempunyai hak dan kewajiban atau legal

18 Melda Kamil. European Union Dalam Hukum Internasional, (Indonesian Journal of International
Law: 2005), him. 62-63. Diakses dari: http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/1JIL/article/view/2793/0.
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capacity menurut hukum internasional. Setiap subjek hukum internasional
memiliki tingkat hak dan kewajiban yang berbeda. Misalnya, negara dan individu,
negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dan karena itu memiliki
hak dan kewajiban penuh di hadapan hukum internasional, sedangkan individu
tidak. Untuk menentukan derajat hak dan kewajiban suatu subjek hukum
internasional dapat dilihat dari tiga indicator, yaitu apakah subyek yang
bersangkutan memiliki hak untuk membuat perjanjian internasional, apakah
subyek yang bersangkutan memiliki hak untuk mengirim dan menerima
perwakilan, dan yang terakhir adalah apakah subyek yang bersangkutan dapat
mengajukan dan menerima tuntutan internasional. Apabila salah satu dari indikator
ini terpenuhi, maka subjek yang bersangkutan dapat dianggap sebagai subjek
hukum internasional. Subyek hukum negara memenuhi ketiga indikator ini,

sementara subjek lainnya tidak, atau setidaknya memenuhi tapi secara terbatas.

2. Hubungan Pembentukan Organisasi Internasional dengan Perjanjian
Internasional

Unsur pertama berkaitan dengan cara organisasi internasional terbentuk adalah
melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan
antara subjek hukum internasional untuk menghasilkan akibat hukum tertentu yang
diinginkan oleh para pihak untuk menimbulkan ketentuan-ketentuan hukum
(berupa hak dan kewajiban) yang mengikat para pihak dalam perjanjian
internasional di kemudian hari.!® Perjanjian berperan sangat signifikan di dalam
hukum internasional dengan membentuk dasar dari sebagian besar hukum
internasional. Perjanjian berfungsi memenuhi kebutuhan mendasar negara untuk
mengatur masalah yang menjadi perhatian bersama, dan dengan demikian

membawa stabilitas ke dalam hubungan antar negara.

Sejak awal sejarah hukum internasional, perjanjian selalu menjadi sumber utama

hubungan hukum antar entitas yang sekarang dikenal sebagai Negara. Pembukaan

19 Sri Setianingsih Suwardi, dan Ida Kurnia. Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2019), him. 1-2.
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VCLT sendiri menekankan peran mendasar dari perjanjian dalam sejarah hubungan
internasional dan terutama pentingnya perjanjian untuk mengembangkan kerjasama
damai antar negara. Kepentingan mendasar dari perjanjian ini terbukti menjadi
sebuah kontinuitas, sementara aturan dan prosedur pembuatan perjanjian, serta isi

perjanjian internasional, berubah selama seiring berjalannya waktu.?

Suatu organisasi internasional baru ada bila negara-negara menghendakinya dan
kehendak tersebut dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional. Perjanjian
internasional yang bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi internasional,
sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri, terlepas dari pendirinya, disebut sebagai
“constituent treaty” atau perjanjian institusional. Istilah-istilah lain juga lazim
digunakan untuk menyebut perjanjian institusional, antara lain terdapat istilah
anggaran dasar, instrumen yuridik, instrumen pokok, dan akta konstitutif
(selanjutnya disebut instrument pokok). Apapun nama yang diberikan kepada
perjanjian tersebut, seperti Kovenan (Covenant) untuk Liga Bangsa-Bangsa 1919,
Piagam (Charter) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Statuta (Statute)
untuk Dewan Eropa 1949, Konstitusi (Constitution) untuk Organisasi Buruh
Sedunia (ILO) 1946, semuanya merupakan perjanjian multilateral, bentuk yang

biasa dari perjanjian pembentukan organisasi-organisasi internasional.?

Instrumen pokok mengikat anggota organisasi internasional. Selain untuk
menentukan maksud dan tujuan organisasi, instrumen pokok juga menentukan
mekanisme internal organisasi internasional, seperti mekanisme keanggotaan,
mekanisme pengambilan keputusan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sifat
konstitusional perjanjian yang mendirikan suatu organisasi internasional

mempunyai beberapa konsekuensi penting;??

20 QOliver Dorr and Kirsten Schmalenbach. Vienna convention on the law of treaties, (Springer,
Verlag Berlin Heidelberg 2012), him. 19. Diakses dari:
https://www.springer.com/gp/book/9783642192913#aboutAuthors. DOl 10.1007/978-3-642-
19291-3_59

2l Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika
Global, (PT Alumni, 2005), him. 423.

22 |bid, him. 425.
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Pertama, instrumen pokok sering menampilkan primatnya terhadap perjanjian-
perjanjian Internasional lainnya baik yarig dibuat oleh negara-negara anggota
maupun oleh organisasi internasional itu sendiri. Mengenai perjanjian internasional
yang dibuat oleh negara-negara, haruslah dibedakan apakah perjanjian tersebut
diterima sebelum atau sesudah berlakunya piagam konstitutif. Sehubungan dengan
itu seperti juga halnya dengan pasal 20 Pakta LBB, pasal 103 Piagam PBB dengan
jelas menyatakan supremasi ketentuan-ketentuan piagam bila terdapat pertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian internasional lainnya. Supremasi
piagam konstitutif pendirian PBB atas persetujuan-persetujuan yang dibuatnya
dengan negara-negara anggota bertujuan untuk melarang negara-negara tersebut

secara tidak langsung melakukan perubahan terhadap piagam.

Kedua, instrumen pokok harus diterima secara integral. Organisasi tidak mungkin
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik bila negara-negara anggota tidak
mematuhi ketentuan-ketentuan yang sama. Revisi instrumen pokok suatu
organisasi internasional sering ditolak negara anggota dan karena itu negara
tersebut tidak meratifikasi amandemen yang terkait. Jika hal ini terjadi, negara
tersebut harus meninggalkan organisasi karena sasaran yang ingin dicapai adalah
menjamin kelancaran tata kerja organisasi yang ketentuan-ketentuan proses
durasinya bersifat uniform dan sasaran-sasarannya telah diterima oleh semua

negara anggota.

Ketiga, instrumen pokok suatu organisasi internasional biasanya tidak mempunyai
batas dalam waktu. Ketentuan ini kadang-kadang bersifat implisit tetapi dapat juga
disebut secara terang-terangan. Organisasi internasional kelihatannya bersifat
permanen. Sifat ini membedakannya dengan konferensi-konferensi internasional
yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu dan biasanya tidak berlangsung
lama. Terakhir, instrumen pokok suatu organisasi internasional minimum harus
berisikan ketentuan-ketentuan mengenai tujuan, struktur dan wewenang dan

organisasi.
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Pembentukan organisasi internasional oleh perjanjian internasional, menyebabkan
organisasi internasional dikenal dengan sebutan treaty-based organization. Dengan
terbentuknya organisasi internasional oleh suatu perjanjian internasional, artinya
para anggota dari organisasi internasional yang bersangkutan juga terikat dengan
perjanjian internasional yang membentuk organisasi internasional yang
bersangkutan. Dikarenakan instrumen pokok organisasi merupakan suatu
perjanjian internasional, maka instrumen pokok tersebut juga diatur oleh hukum

perjanjian internasional.

Hukum internasional telah menyediakan dasar hukum bagi perjanjian internasional
sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum
Perjanjian internasional. Dalam Pasal 5 VCLT disebutkan “The present Convention
applies to any treaty which is the constituent instrument of an international
organization and to any treaty adopted within an international organization

without prejudice to any relevant rules of the organization.”

Ketentuan ini berisi klausul reservasi umum untuk perjanjian konstitutif organisasi
internasional yang menegaskan bahwa VCLT 1969 berlaku untuk perjanjian
internasional yang menjadi instrumen pokok suatu organisasi internasional, dan
suatu perjanjian yang ditentukan dalam rangka organisasi internasional. Dengan
demikian, VCLT berlaku untuk perjanjian konstitutif secara default, namun tetap
memberi organisasi kewenangan untuk memiliki aturan khusus tentang masalah
yang secara general juga terdapat di hukum perjanjian internasional, seperti

amandemen, reservasi, dan penarikan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengecualikan suatu perjanjian internasional
yang semata-mata dirumuskan dalam kewenangan khusus dari suatu organisasi
internasional atau melalui pemanfaatan fasilitasnya. Instrumen pokok pada
dasarnya mengatur berjalannya kegiatan organisasi. Instrumen pokok dalam
organisasi internasional merupakan sesuatu yang istimewa dan sering dikatakan
menempati tempat khusus dalam hukum internasional. Di satu sisi, dokumen

tersebut adalah perjanjian yang dibuat antara perwakilan negara yang berwenang,
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dan dengan demikian tidak berbeda dari perjanjian lain dan hanya tunduk pada
ketentuan hukum perjanjian internasional.” Namun, instrumen pokok tersebut
bukanlah perjanjian internasional biasa, instrumen pokok dapat membentuk
organisasi internasional, dan, berdasarkan alasan tersebut, sebagian besar scholars
cenderung menginginkan memberikan status terpisah pada instrumen pokok,

dengan penerapan beberapa aturan khusus dari perjanjian internasional.

Berdasarkan konsep tersebut, organisasi internasional menegaskan bahwa
instrumen pokoknya merupakan lex specialis®* terhadap hukum perjanjian
internasional. Gagasan ini diakui dalam Advisory Opinion of the International
Court of Justice on the Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed
Conflict 2° yang berisikan penjelasan bahwa kewenangan organisasi internasional
didasarkan pada principle of speciality yang terkandung dalam Advisory Opinion
Mahkamah Internasional 1996, yang menyatakan bahwa organisasi internasional
adalah bentuk investasi kewenangan negara-negara yang membuatnya.
Kewenangan tersebut dapat secara tegas ditetapkan dalam instrumen pokok
organisasi atau muncul secara subsider sebagai kewenangan yang tersirat. Sehingga
organisasi Internasional berbeda dengan negara dalam hal melaksanakan

kewenangannya sebagai subjek hukum internasional. 2

Lex specialis mengakui bahwa aturan khusus hukum internasional, termasuk aturan
organisasi, menggantikan aturan umum. Terhadap aturan tertentu lebih baik
mengikuti keinginan para pihak dalam organisasi karena lebih spesifik terhadap

konteks aturan yang dibuat organisasi. Negara anggota dapat mengubah penerapan

23 Jan Klabbers, op.cit, him. 82.

24 Lex specialis derogat legi generalis adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa
aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Prinsip lex specialis
menyatakan bahwa ketika standar umum dan aturan yang lebih spesifik mengatur pokok bahasan
yang sama, aturan khusus harus didahulukan daripada aturan umum.

% Kristen Boon. The Role of Lex Specialis in the Articles on the Responsibility of International
Organizations, (Responsibility of International Organizations (Ragazzi ed.), Forthcoming, Seton
Hall  Public Law Research Paper No. 2230336: 2013). Diakses  dari:
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2230336.

% Qverview of the Legality of the Use by a State Of Nuclear Weapons in Armed Conflict Case, ICJ
Advisory Opinion 1996. Diakses dari: https://www.icj-cij.org/en/case/93.
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hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip hukum umum dengan
menyediakan pengecualian untuk itu dalam organisasi yang bersangkutan. Hukum
internasional tetap mengikat organisasi internasional, kecuali organisasi
internasional tersebut atau negara anggotanya telah membuat otonomi dengan

kompetensi internal organisasi.?’

3. Penerimaan dan Pengakhiran Keanggotaan Negara dalam Organisasi
Internasional

Menetapkan keanggotaan dalam organisasi internasional biasanya merupakan
tindakan bilateral. Tidak hanya organisasi harus setuju untuk memberikan
keanggotaan kepada suatu negara, tetapi persetujuan dari negara itu sendiri juga
diperlukan. Hukum konstitusional nasional mengatur cara pemberian persetujuan
nasional tersebut. Organisasi internasional tidak dapat mencampuri proses ini.
Namun, tindakan nasional dan internasional terkait. Risiko penolakan oleh
organisasi dapat menghalangi negara untuk memulai prosedur domestik untuk
persetujuan keanggotaan. Adanya oposisi nasional yang kuat terhadap keanggotaan
negara dalam ranah internasional juga dapat mempengaruhi prosedur penerimaan
di organisasi. Banyak instrumen pokok organisasi internasional menetapkan bahwa
calon anggota menerima konstitusi sesuai dengan proses konstitusi nasional

mereka.?®

Karena berdaulat, suatu negara tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota pada
suatu organisasi internasional. Sebaliknya, pemilikan kedaulatan tidak memberikan
jaminan kepada suatu negara untuk langsung dapat menjadi anggota dalam suatu
organisasi. Negara pendiri suatu organisasi Internasional yang ikut merumuskan
piagam konstitutif dan ikut menandatanganinya di akhir konferensi adalah negara-

negara anggota asli, yang bertanggung jawab dalam pendirian organisasi

27 Kristina Daugirdas. How and Why International Law Binds International Organizations, (Harv.
Int'l LJ 57: 2016), him. 329. Diakses dari: https://repository.law.umich.edu/articles/1824/.
28 Henry G Schermers and Niels M Blokker, op.cit, him. 87-88.
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internasional. Negara-negara asli tersebut langsung menjadi anggota tanpa harus

melalui prosedur khusus penerimaan.?®

Ketentuan yang sama juga berlaku terhadap suatu entitas baru yang menggantikan
negara dalam suatu organisasi. Jerman, setelah bersatu kembali pada 30 Oktober
1990, menggantikan kewajiban Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik
Jerman dalam organisasi yang sama yaitu PBB, seperti juga halnya Yaman yang
menggantikan kewajiban-kewajiban ‘kedua Yaman’ setelah bersatu kembali
tanggal 22 Mei 1990. Sebaliknya, prosedur penerimaan biasa akan diberlakukan
kepada negara-negara baru yang lahir dari perpecahan negara seperti yang terjadi
dengan Yugoslavia. Bosnia and Herzegovina, Croatia dan Slovenia pecahan dari
Yugoslavia menjadi anggota PBB pada tanggal 22 Mei 1992 melalui prosedur

penerimaan biasa.

Pada umumnya tidak terdapat kriteria penerimaan, pada suatu organisasi yang
bersifat universal. Negara yang ingin menjadi anggota cukup menyampaikan
maksudnya melalui suatu prosedur yang telah ditetapkan. Sebaliknya organisasi
internasional selain yang bersifat universal menetapkan persyaratan bagi negara-
negara yarig ingin menjadi anggota. Kriteria penerimaan anggota baru biasanya
ditetapkan dalam instrumen pokok atau perjanjian multilateral yang mendirikan
suatu organisasi internasional. Pada umumnya piagam konstitutif tidak berisikan
syarat-syarat yang berat bagi keanggotaan suatu negara. Namun dalam organisasi-
organisasi tertentu pencalonan suatu negara harus tunduk pada salah satu organ
organisasi yang bersangkutan. Prosedur penerimaan lebih kompleks bila
menyangkut organisasi-organisasi tertutup atau semi tertutup. Prosedur penerimaan
dalam organisasi-organisasi seperti itu adalah dalam bentuk undangan yang

sebelumnya diputuskan dengan suara bulat oleh negara-negara asli. *°

Keanggotaan dalam organisasi internasional dapat berakhir melalui expulsion atau

pengeluaran anggota. Dalam praktiknya, pengeluaran anggota lebih sedikit terjadi

25 Boer Mauna, op.cit, him. 428.
%0 Ibid, him. 429.
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dibandingkan dengan penarikan diri. Beberapa konstitusi membedakan antara
expulsion dan suspension. Expulsion merupakan tindakan yang dapat mengakhiri
keanggotaan, sementara suspension adalah penangguhan keanggotaan, yang akan
berlaku hingga situasi tertentu telah terpenuhi, dan keanggotaan tidak dapat
berakhir melalu suspension.® Pada umumnya piagam konstitutif organisasi
internasional berisikan ketentuan yang menjatuhkan sanksi kepada negara-negara
yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini pengeluaran merupakan sanksi paling
berat yang dapat dikenakan kepada suatu negara yang melanggar prinsip-prinsip
dasar organisasi atau hukum internasional umum seperti yang disebut dalam pasal
16 ayat 4 Kovenan LBB dan pasal 6 Piagam PBB.*?

Adanya ketentuan mengenai expulsion dalam konstitusi organisasi internasional
dapat dilihat dalam pasal 6 piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang
memandang expulsion dapat terjadi sebagai akibat jika anggota telah secara terus
menerus melanggar prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Piagam; dalam pasal
8 The Statute of the Council of Europe, jika anggota melakukan pelanggaran berat
terhadap prinsip fundamental tertentu dalam organisasi; dalam pasal 2(4) UNESCO
dan pasal 11 IMO yang konstitusinya berkaitan langsung dengan konstitusi PBB.
Expulsion, jika diperbolehkan, merupakan kebijaksanaan satu sama lain antar
negara dan organisasi internasional. Dalam hal ketentuan expulsion tidak diatur
dalam organisasi internasional, masih diragukan apakah terdapat prinsip hukum
umum atau kemungkinan adanya interpretasi yang memperbolehkan tindakan

pengeluaran.®

Sanksi-sanksi lain yang tidak radikal yang pada pokoknya merupakan tekanan
terhadap negara-negara sebelum dijatuhkannya sanksi yang lebih berat adalah
penghentian sementara (suspension) hak-hak istimewa yang lekat pada
keanggotaan suatu negara dan penghentian sementara hak suara pada organ-organ

tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 5 dan 19 Piagam PBB.

3L Ibid.
32 |bid, him. 432.
33 Henry G Schermers and Niels M Blokker, op.cit, him. 110-113.
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Penarikan diri merupakan satu dari sekian cara pengakhiran keanggotaan negara
dalam organisasi internasional. Penarikan diri yang dilakukan negara anggota
dalam suatu organisasi internasional universal, dipandang merugikan dari
perspektif tujuan keanggotaan universal. Penarikan diri anggota dalam organisasi
internasional tertutup akan melemahkan organisasi sebagai suatu kesatuan tertentu,
dan penarikan diri dalam organisasi internasional supranatural akan sangat
berbahaya dikarenakan adanya hubungan yang sangat kompleks diantara negara
dengan organisasi internasional tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
penarikan diri secara keseluruhan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi

seluruh bentuk organisasi internasional.3*

Hak untuk menarik diri diberikan beberapa organisasi internasional apabila terjadi
suatu amandemen terhadap instrumen pokok organisasi dan hukum nasional negara
anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima amandemen tersebut. Konferensi
yang menetapkan WHO mengakui dalam deklarasi nya, kemungkinan penolakan
oleh negara ketika konstitusi diubah. Negara anggota tidak terikat untuk tetap
berada dalam organisasi, jika hak dan kewajibannya diubah oleh amandemen

konstitusi yang tidak disetujui dan tidak dapat diterima oleh negara tersebut.*

Negara memiliki treaty-making capacity sebagai aspek dari hak fundamental
mereka atas kesetaraan kedaulatan (sovereign equality), yang mencakup
kemampuan untuk bergabung dengan perjanjian dan untuk menarik diri atau keluar
dari perjanjian. Seperti pendapat Humphrey Waldock yang menulis bahwa kapasitas
negara untuk membatalkan, mengakhiri, menarik diri atau menangguhkan
perjanjian, tidak kurang dari kekuatan untuk mengikuti perjanjian dan merupakan

bagian dari kekuatan treaty-making capacity oleh negara.®

Jalan terakhir dimana keanggotaan dapat berakhir adalah ketika anggota atau

organisasi sudah tidak ada lagi. Dalam semua organisasi internasional, keanggotaan

3% Henry G Schermers and Niels M Blokker, op.cit, him. 98-99.

% 1bid.

36 Comparative Constitutions Project, available at http://comparativeconstitutionsproject.org/ dalam
Hannah Woolaver, loc.cit, him. 76.
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suatu negara dimungkinkan berakhir jika negara tersebut sudah tidak lagi
memenuhi essential qualifications for membership atau dengan kata lain negara itu
lenyap®’. Pembubaran organisasi juga mengakhiri keanggotaan suatu negara.
Contohnya adalah bubarnya LBB pada tahun 1946, the International Refugee
Organization (1952), the Central Treaty Organization (1979), the International Tin
Council (1990), the Warsaw Pact (1991) and the International Jute Organization
(2000).%8

The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT) adalah rujukan utama
dalam mengelaborasi ketentuan tentang pengakhiran perjanjian. Dalam kasus
perjanjian multilateral, penarikan diri umumnya tidak mempengaruhi kelanjutan
perjanjian yang berlaku untuk pihak yang tersisa. Untuk perjanjian bilateral,
sebaliknya, pengakhiran atau penarikan oleh salah satu pihak mengakibatkan
penghentian perjanjian untuk kedua belah pihak. Pengakhiran perjanjian beroperasi
ex nunc® dan membebaskan Negara Pihak dari kewajiban untuk melaksanakan
perjanjian lebih lanjut, tetapi tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang ada

sebelum pengakhiran.*

Pengakhiran perjanjian internasional diatur di dalam Bab V (lima) VCLT tentang
Invalidity, Termination and Suspension of the Operation of Treaties yang terdiri
dari 30 pasal dan 5 (lima) section (subbab), yaitu ketentuan-ketentuan umum/
general provisions (Pasal 42-45); tidak sahnya suatu perjanjian/invalidity of treaties

(Pasal 46-53); Pengakhiran dan Penangguhan Pelaksanaan Perjanjian (Pasal 54-

37 Di tahun 1992 dan 1993, the UN Security Council meninjau “negara yang semula dikenal sebagai
Socialist Federal Republic of Yugoslavia sudah tidak ada lagi (has ceased to exist)”.

38 Ibid, him. 121.

39 Ex Nunc merupakan bahasa latin yang menurut J.C.T Simorangkir adalah hukum yang berlakunya
pada saat ditetapkannya (sekarang) juga, jadi tidak kemudian. Begitu pula menurut Subekti dan
Tjitrosoedibio artinya mulai sekarang, berlaku untuk hari depan, berlaku sejak hari ditetapkan (tidak
berlaku surut). Diakses dari: https://manplawyers.co/2019/09/16/memahami-asas-pengujian-ex-
tunc-dan-ex-nunc-dalam-sengketa-tata-usaha-negara/.

40 Hal ini disebutkan di dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dan b Vienna Convention on the Law of
Treaties 1969 yang berbunyi: “(a) Releases the parties from any obligation further to perform the
treaty; (b) Does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the
execution of the treaty prior to its termination.”
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64); Prosedur (Pasal 65-68); dan Konsekuensi dari Ketidakabsahan, Pengakhiran

dan Penangguhan dari pelaksanaan suatu Perjanjian (Pasal 69-72).

Tabel 2.1. Struktur Bagian V (lima) VCLT

Bagian Isi
Section 1 Menentukan struktur lengkap dari dasar untuk mengakhiri, menarik
(Pasal 42-45) diri dari atau menangguhkan operasi perjanjian.
Section 2 Mengatur mengenai ketidakabsahan perjanjian dan Aturan atas dasar

ketidakabsahan karena hanya perjanjian yang sah yang dapat diakhiri

(Pasal 46-53) atau ditangguhkan.

Section 3 Secara umum berkaitan dengan aturan mengenai penghentian
(Pasal 54-64) perjanjian dan penangguhan operasinya.

Berisi prosedur yang harus diikuti oleh suatu Negara saat meminta
Section 4 dasar untuk mengakhiri, menarik diri atau menangguhkan operasi
(Pasal 65-68) perjanjian serta penyelesaian sengketa, yang mungkin muncul terkait

penerapan atau interpretasi pasal lain dalam Bagian V (lima) VCLT.
Berisi konsekuensi hukum yang muncul ketika sebuah perjanjian
benar dihentikan atau operasinya di-suspend dalam kaitannya dengan
satu atau semua pihaknya.

Sumber: Olahan sendiri dari berbagai sumber*

Section 5
(Pasal 69-72)

Ketentuan umum dari Section 1 (Pasal 42-45) menentukan struktur lengkap dari
dasar untuk mengakhiri, menarik diri dari atau menangguhkan operasi perjanjian.
Section 1 menetapkan aturan bahwa perjanjian hanya dapat diakhiri melalui
penerapan ketentuan VCLT atau ketentuan perjanjian masing-masing. Section 2
mengatur mengenai  ketidakabsahan perjanjian dan aturan atas dasar
ketidakabsahan (Pasal 46-53); karena hanya perjanjian yang sah yang dapat
diakhiri atau ditangguhkan. Subbab ini juga mengatur Perjanjian Internasional
dalam Kaitannya dengan Jus Cogens dalam Pasal 53. Menurut ketentuan dalam
pasal ini maka perjanjian internasional itu batal bila perjanjian itu bertentangan
dengan kaidah dasar dalam hukum internasional (peremptory norm of general

international law).

4L Struktur pasal yang terdapat dalam Bagian V (lima) Vienna Convention on the Law of Treaties
(VCLT) 1969.
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Section 3 (Pasal 54-64) secara umum berkaitan dengan pengakhiran perjanjian dan
penangguhan operasinya. Sebagaimana semua ketentuan lain dari VCLT, ketentuan
pengakhiran perjanjian melalui tindakan penarikan diri juga berlaku untuk
perjanjian antara Negara-negara yang membentuk instrumen konstituen organisasi
internasional*?. Di bawah VCLT Pasal 54 dan pasal 56, negara dapat menarik diri
dari perjanjian jika perjanjian mengizinkannya dalam persyaratannya, atau jika
semua pihak lain menyetujui penarikan tersebut. Sebagian besar norma section 3
secara tegas menyatakan bahwa norma tersebut bersifat residu, yang berarti bahwa
norma tersebut akan digantikan oleh ketentuan yang berlaku dari perjanjian terkait,
baik eksplisit maupun implisit (lex specialis). Pada saat yang sama, ketentuan
dalam section 3 adalah ius dispositivum®. Hal ini ditegaskan oleh peraturan
prosedural dari Section 4, yang memberi wewenang kepada para pihak dalam
perjanjian untuk menyelesaikan situasi di mana salah satu pihak meminta dasar
untuk pengakhiran, penarikan atau penangguhan terhadap perjanjian, dapat

dilakukan dengan cara yang oleh pihak dalam perjanjian bisa disepakati.

Section 4 (Pasal 65-68) berisi prosedur yang harus ditempuh oleh suatu Negara saat
meminta dasar untuk mengakhiri, menarik diri atau menangguhkan operasi
perjanjian serta penyelesaian sengketa, yang mungkin muncul terkait penerapan
atau interpretasi pasal di Section 3. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang
bermaksud untuk melakukan pengakhiran perjanjian harus memberitahukan
niatnya kepada semua pihak dalam perjanjian. Jika pihak lain tidak mengajukan
keberatan setelah tiga bulan menerima pemberitahuan tersebut, pihak yang
mengajukan pengakhiran dapat melaksanakan tindakan tersebut. Namun jika
terdapat pihak yang keberatan dengan niat negara tersebut, masalah harus

diselesaikan melalui ketentuan Pasal 33 Piagam PBB*.

42 Hal ini disebutkan di dalam Pasal 5 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

43 |us dispositivum adalah hukum sukarela yang mengikuti kehendak pihak-pihak yang terlibat.

4 Pasal 33 Piagam PBB menentukan bahwa penyelesaian sengketa pertama-tama harus dijalankan
dengan cara damai, yaitu dengan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase,
penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional atau
dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.
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Kewajiban memberikan pemberitahuan pada pasal 65 harus dibuat secara tertulis
dan untuk menyatakan perjanjian yang akan dilakukan penarikan, pengakhiran,
penangguhan atau dianggap tidak sah harus dilakukan melalui instrumen yang
dikomunikasikan kepada pihak lain. Instrumen tersebut harus ditandatangani oleh
Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri atau perwakilan dengan

membawa surat kuasa penuh (full powers).

Terakhir, aturan Section 5 (Pasal 69-72) mengatur tentang konsekuensi hukum yang
muncul ketika sebuah perjanjian diakhiri atau operasinya ditangguhkan dalam
kaitannya dengan satu atau semua pihaknya. Kecuali disebutkan dalam perjanjian
atau semua pihak setuju, penghentian perjanjian berdasarkan ketentuan-ketentuan
Konvensi ini membebaskan para pihak dari kewajiban-kewajiban menurut
perjanjian. Pengakhiran perjanjian tidak berpengaruh pada hak dan kewajiban atau
situasi hukum dari para pihak yang lahir dari pelaksanaan perjanjian, sebelum
perjanjian itu berakhir. Jika suatu negara menarik diri dari perjanjian multilateral
sebelum perjanjian diakhiri, penghentian kewajiban negara tersebut kepada pihak

lain berlangsung sejak tanggal penarikan itu berlaku.

Tujuan utama Bagian V dari VCLT adalah untuk menyediakan stabilitas perjanjian
di bawah hukum internasional. Teknik yang digunakan untuk tujuan ini adalah
menetapkan daftar lengkap alasan ketidakabsahan, pengakhiran atau penangguhan
perjanjian dan pembentukan aturan prosedural yang akan diterapkan ketika Negara
anggota/pihak dalam perjanjian menghendaki dilakukannya salah satu dari alasan
tersebut. Para perancang di ILC dan Konvensi Wina mencoba untuk mencapai
keseimbangan antara dua kepentingan yang berlawanan. Di satu sisi, stabilitas
perjanjian merupakan aspek penting dari kepastian hukum, dan di sisi lain, perlunya
memberikan fleksibilitas dalam jumlah tertentu untuk menghindari hal membatu
dan memelihara keadilan. Faktanya, Bagian V menegaskan kembali dan pada saat

yang sama menetapkan pengecualian terhadap aturan pacta sunt servanda.*®

4 Qliver D6rr and Kirsten Schmalenbach, op.cit, him. 733.
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4. Penggolongan Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, tergantung
pada tujuan studi yang digunakan untuk klasifikasi tersebut. Berdasarkan penelitian
ini akan dibedakan, pertama, antara organisasi yang keanggotaannya bersifat
universal atau terbuka (universal organizations) dan organisasi Yyang
keanggotaannya bersifat tertutup (closed organizations). Kedua, antara organisasi
kerjasama  (intergovernmental  organization) dan organisasi integrasi
(supranational organizations).
a. Organisasi Internasional Terbuka (Universal Organization) dan Organisasi
Internasional Tertutup (Closed Organization)
Organisasi-organisasi yang bersifat universal adalah organisasi dimana semua
negara dapat menjadi anggota. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) yang beranggotakan 189 negara, yaitu hampir semua negara merdeka
yang ada di dunia saat ini. Badan-badan khusus seperti halnya dengan PBB juga
merupakan organisasi bervokasi universal yang keanggotaannya terbuka bagi

Seémua negara.

Berbeda dengan organisasi universal, beberapa organisasi hanya mencari
keanggotaan berdasarkan persamaan latar belakang politik, sosial-ekonomi,
maupun kebudayaan dan tidak ada anggota dari luar kelompok yang akan
diterima. Organisasi-organisasi dinamakan sebagai organisasi tertutup, untuk
menekankan seleksi keanggotaan yang hanya menerima negara negara tertentu
yang mempunyai nilai-nilai yang sama serta diterima secara bulat oleh negara-

negara anggota.

Organisasi internasional tertutup umumnya memiliki sejumlah karakteristik
yang sama, seperti; dasar dari kerjasama antar-anggota organisasi dipicu oleh
keinginan untuk melawan pengaruh eksternal bahkan untuk bersatu melawan
musuh bersama (kerjasama negara- negara Eropa Barat untuk melawan
pengaruh Uni Soviet); dan keanggotaan lebih bersifat homogen apabila
dibandingkan dengan keanggotaan organisasi universal. Hal ini ditandai oleh

persamaan latar belakang dari para anggotanya, entah itu persamaan latar
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belakang politik, sosial-ekonomi, maupun kebudayaan. Persamaan tersebut
menyebabkan eratnya ikatan di antara anggota organisasi internasional tertutup

tersebut.

Organisasi regional adalah jenis organisasi tertutup yang paling umum.
Organisasi regional merupakan representasi dari perkembangan hukum
internasional untuk membentuk kerjasama regional. Ketentuan mengenai
kerjasama regional terdapat dalam mukadimah, pasal 33(1), 52, 53, dan 54
United Nations Charter atau Piagam PBB yang menyatakan kerjasama regional
dalam wadah organisasi internasional regional merupakan faktor yang sangat
membantu dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional (for the
maintenance of peace and security). Dengan kata lain bahwa pasal-pasal ini
merupakan ketentuan yuridis bagi eksistensi organisasi internasional regional

sebagai subjek hukum internasional.*®

Organisasi regional mulai bekembang sejak akhir Perang Dunia Kedua, ketika
paham regionalisme telah menyebar ke seluruh dunia dalam beberapa
gelombang. Perang, pergeseran kekuasaan, globalisasi ekonomi dan
penyebaran ide-ide baru tentang tatanan politik telah menyebabkan munculnya
dan pertumbuhan bentuk pemerintahan baru di luar negara. Salah satu dampak
paling luas dari perkembangan ini adalah proliferasi organisasi regional. Karena
organisasi-organisasi yang ada telah berkembang dalam keanggotaan dan yang
baru telah dibuat, sekarang hampir tidak ada negara di dunia yang tidak menjadi
anggota dari setidaknya satu organisasi regional. Selain peningkatan jumlah dan
cakupan geografis ini, organisasi regional juga telah mengambil tugas baru dan
mengambil alih otoritas yang lebih besar dalam kaitannya dengan negara-

negara anggotanya.

Organisasi-organisasi yang bersifat regional tidak mempunyai vokasi universal

dan keanggotaannya terbatas pada kawasan atau pada negara-negara tertentu

46 Syahmin AK, Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional, (Binacipta: 1985), him. 81.
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yang berdekatan secara geografis. Dari sistem regional ini Kkita dapat

membedakan organisasi yang terdapat di berbagai wilayah*’:

1) Kawasan Eropa seperti NATO (1949), the Council of Europe (1949), the
European Coal and Steel Community (ECSC) 1950, Western European
Union (WEU) 1954, The European Economic Community (EEC) 1957, The
European Atomic Energy Community (Euratom) 1957, Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) 1967, Organization for
Security and Cooperation in Europe (OSCE) 1990 dan European Union
1992,

2) Untuk kawasan Amerika dan Karibia seperti the Organisation of American
States (OAS) 1948, the Organization of Central American States (OCAS)
1951, Caribbean Free Trade Association (GARIFTA) 1965, dan North
American Free Trade Agreement (NAFTA) 1992.

3) Untuk Asia dan Pasifik antara lain ASEAN 1967, South Asia Association
for Regional Cooperation (SAARC) 1980, dan Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC) 1989.

4) Untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika antara lain Arab League 1944,
Gulf Cooperation Council (GCC) 1981, Arab Maghreb Union (AMU) 1989
dan Organization of African Unity (OAU) 1963. ltulah sekedar contoh-
contoh organisasi-organisasi kerjasama baik di bidang politik dan militer,

maupun di bidang ekonomi, perdagangan dan budaya.

Daerah berlakunya kaidah hukum yang terkandung dalam perjanjian
internasional yang mendirikan suatu organisasi regional terbatas pada region
atau belahan dunia tertentu. Kesulitan dalam memberikan batasan atau definisi
terhadap pengertian regionalism antara lain disebabkan bentuk regionalism itu
bisa bermacam-macam seperti dilihat dari segi kegunaanya, wilayah operasi,
keanggotaan dan fungsinya, dan dari segi prinsip yang mendasari perjanjiannya.
Berdasarkan ketentuan Piagam PBB Pasal 52/1 (Bab VIII) dapat dipahami
bahwa PBB membuka lebar-lebar berkembangnya kesepakatan-kesepakatan

regional, asalkan kesepakatan tersebut merupakan “alat perdamaian dan

47 Boer Mauna, op.cit, him. 420-421.
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keamanan serta menjunjung tinggi asas dan tujuan PBB”. Jika ditelusuri
kembali alasan disetujuinya pasal tersebut, antara lain, memberi wadah negara
yang berdekatan untuk mengembangkan hubungan-hubungannya, kepentingan
nasional masing-masing negara memerlukan, faktor-faktor geografi serta jarak,
demi perkembangan ekonomi dan politik negara yang bersangkutan.
Kesepakatan tersebut tetap memperhatikan tujuan umum PBB, vyaitu

perdamaian dan keamanan internasional .

b. Organisasi Kerjasama (intergovernmental organization) dan Organisasi
Integrasi (Supranational Organization)
Pada dasarnya kewenangan suatu organisasi internasional untuk membuat
sebuah perjanjian internasional yang berlaku saat ini mengacu pada klasifikasi
intergovernmental dan supranational. Kedua prinsip tersebut yang pada
akhirnya memberikan corak dan karakteristik masing-masing dari setiap

organisasi internasional yang dibentuk.

Umumnya organisasi-organisasi internasional adalah organisasi kerjasama atau
koordinasi. Melalui sifat permanennya, organisasi-organisasi tersebut
melakukan berbagai kegiatan koordinasi dan kerjasama antar negara.
Organisasi-organisasi ini jarang mempunyai wewenang untuk membuat norma-
norma yang bersifat mengikat negara-negara anggota. Dalam beberapa literatur,
penggunaan istilah koordinasi merujuk pada sifat intergovernmental dalam arti
sempit (tradisional), yaitu organisasi internasional yang tindakan atau
personalitasnya didasarkan pada koordinasi antara negara-negara anggotanya.
Karakteristik paling mendasar dari organisasi antar pemerintah adalah*®:
1) Kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh wakil-wakil
pemerintah. Organ yang terdiri dari pihak-pihak yang independen terhadap
negara anggota, serta para ahli dapat berperan sebagai penasihat, tetapi tidak

mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan final.

48 A. Masyhur Effendi. Mengenal Organisasi Regional Lewat Kesepakatan Regional, (Jurnal
Hukum & Pembangunan 16.6, 2017), him. 600-604. Diakses dari:
http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol16.n06.1233.

49 Henry G Schermers and Niels M Blokker, op.cit, him. 55-56.
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2) Negara-negara anggota tidak dapat terikat secara hukum tanpa persetujuan
mereka dalam  persoalan-persoalan  penting.  Intergovernmental
organizations bertujuan menciptakan kerjasama antar pemerintah sehingga
tidak bersifat lebih unggul dari anggota. Organisasi antarpemerintah dalam
keadaan-keadaan tertentu dapat mengambil keputusan yang mengikat, jika
keputusan tersebut mendapatkan persetujuan dengan suara bulat dari semua

anggota.

Sebuah intergovernmental organization juga disebut sebagai international
governmental organization (IGO), adalah sebuah organisasi dengan
keanggotaan hanya negara. Negara-negara anggota adalah aktor utama yang
menentukan bagaimana organisasi dijalankan, memberikan suara di dalam
organisasi, dan menyediakan pendanaan dalam menjalankan kegiatan
organisasi. VCLT 1969 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan organisasi
internasional adalah  organisasi  antarpemerintah  (intergovernmental
organization). Pada hakikatnya, sebagian besar organisasi internasional adalah
organisasi antar pemerintah, yang berarti kekuasaan organisasi terdapat pada
pemerintah negara-negara anggota, bukan pada organisasi itu sendiri. Negara
bebas untuk meninggalkan organisasi, atau bahkan dalam beberapa kasus
mengabaikan hak dan kewajiban sebagai anggota. Umumnya terdapat
konsekuensi untuk kedua tindakan tersebut (seperti menjatuhkan sanksi),
namun faktanya, sekalipun demikian, intergovernmental organizations do not

rule over states.*

Sebaliknya, jika suatu organisasi internasional bersifat integratif dan memiliki
karakteristik di luar intergovernmental organization, organisasi tersebut akan
termasuk dalam kategori 'supranasional’. Memiliki karakteristik supranasional
berarti bahwa suatu organisasi berwenang mengatur anggotanya dan memiliki
kekuasaan di atas negara, akibat pemindahan wewenang oleh negara-negara

dalam bidang-bidang tertentu seperti yang ditetapkan dalam akta konstitutif

50

Shazelina Z.  Abidin, ‘International  Organisations’, 2016  <https://www.e-

ir.info/2016/12/30/international-organisations/>
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suatu organisasi.’> Dalam organisasi supranasional, tindakan atau

personalitasnya tidak lagi didasarkan pada koordinasi antar negara anggota

melainkan sudah langsung diambil alih oleh organisasi internasional itu sendiri.

Istilah supranasional hendaknya dimengerti sebagai sebuah sistem tentang

jenjang tingkat pengaturan (kewenangan) di organisasi internasional. Adanya

pembagian kewenangan mengikis kedaulatan negara anggota namun tetap tidak
mengubah posisi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional.

Karakteristik paling mendasar dari organisasi supranasional adalah®:

1) Organisasi harus memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang
bersifat mengikat negara-negara anggotanya.

2) Organ-organ yang mengambil keputusan tidak boleh sepenuhnya
bergantung pada kerja sama dari negara anggota. Organisasi harus
memiliki kekuatan untuk menegakkan keputusannya. Penegakan harus
dimungkinkan bahkan tanpa kerja sama dari pemerintah negara bagian
terkait.

3) Organisasi harus memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang
mengikat penduduk negara anggota secara langsung. Kewenangan ini
memungkinkan organisasi untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara
langsung dan pemerintah nasional tidak perlu mentransformasikan aturan
organisasi menjadi hukum nasional.

4) Organisasi harus memiliki otonomi keuangan. Pendanaan organisasi
sepenuhnya oleh negara-negara anggota menyebabkan dependensi dan
berimplikasi pada ketergantungan di bidang- bidang lainnya di luar bidang
keuangan.

5) Penarikan sepihak tidak dimungkinkan. Dalam organisasi supranasional,
para anggota bahkan tidak boleh memiliki kewenangan secara kolektif
untuk membubarkan organisasi atau mengubah kewenangan organisasi
tanpa kerja sama atau kolaborasi bersama organ atau lembaga organisasi.
Sebuah organisasi tidak dapat berada di atas anggotanya jika

keberlangsungannya tergantung pada persetujuan negara anggota.

51 Ibid.
52 Boer Mauna, op.cit, him.60-61.
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B. Penarikan Diri Dari Keanggotaan Organisasi Internasional
1. Terminologi Istilah Penarikan Diri

Terdapat beberapa istilah yang lazim digunakan dalam pengakhiran, pembatalan,
dan pengunduran diri dari suatu perjanjian internasional, istilah-istilah tersebut
adalah termination, denunciation dan withdrawal. Istilah yang digunakan di
dalam literatur-literatur dan konvensi untuk menyebut tindakan “penarikan diri”
dari perjanjian internasional berbeda-beda. Pada dasarnya, istilah-istilah
abrogation, denunciation, revocation, termination, dan withdrawal
mengimplikasikan hal yang sama. Namun, perjanjian internasional yang berbeda
menggunakan istilah-istilah tersebut secara berbeda juga. ‘Denunciation’ dan
‘withdrawal’ sering digunakan secara sinonim, namun denunciation biasanya
digunakan saat berurusan dengan perjanjian bilateral dan withdrawal ketika

berurusan dengan perjanjian multilateral.

Meskipun denunciation juga sering digunakan dalam perjanjian multilateral,
namun menurut Anthony Aust lebih baik digunakan istilah withdrawal karena pada
perjanjian multilateral, suatu pembatalan atau pengunduran diri salah satu pihak
tidak otomatis menghentikan pelaksanaan suatu perjanjian internasional dan tidak
mempengaruhi kekuatan perjanjian itu sendiri, tetapi hanya mengakhiri kewajiban
kontrak masing-masing Negara. Banyak penulis yang menggunakan secara
bersamaan istilah termination, denunciation dan withdrawal, bahkan juga exit,
tanpa membedakan satu dengan yang lain secara khusus. Istilah denunciation
digunakan untuk merujuk pada pengakhiran perjanjian pada umumnya, adapun
withdrawal seringkali digunakan untuk pengakhiran perjanjian terkait

keanggotaan di suatu organisasi internasional.>3

Penarikan diri (withdrawal) merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk
pada tindakan sepihak di mana suatu negara yang sedang menjadi pihak dalam

suatu perjanjian internasional atau memiliki keanggotaan dalam suatu organisasi

53 Sefriani. Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional, (Padjadjaran Journal of
Law 2.1: 2015), him. 90. Diakses dari: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a6.
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internasional mengakhiri keanggotaannya dengan perjanjian yang bersangkutan.>*
Ketika sebuah negara menjadi tidak puas dengan perjanjian pembentukan
organisasi setelah diberlakukan secara hukum, yang mana alasan suatu negara
melakukan hal ini bermacam-macam, seperti adanya suatu keadaan yang berubah,
perubahan pilihan domestik, atau ketidakpuasan terhadap keputusan yang dibuat
oleh perjanjian internasional yang bersangkutan, hingga menyebabkan
pertentangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional, hukum
internasional menyediakan ketentuan penyelesaian masalah tersebut melalui hak

penarikan diri (right of withdrawal). >

Penarikan diri adalah tindakan di mana negara anggota organisasi internasional
dengan sukarela menghentikan keanggotaannya. Hak untuk menarik diri dari
keanggotaan organisasi internasional secara eksplisit disebutkan dalam banyak
instrumen perjanjian dan konsekuensi mengenai hak penarikan berbeda-beda
tergantung pada organisasinya. Penghentian keanggotaan dapat terjadi dengan
jelas ketika sebuah organisasi dibubarkan. Tetapi, sementara organisasi terus ada,
keanggotaan dapat dihentikan dengan penarikan (tindakan sukarela dari negara
anggota), dengan pengusiran (tindakan yang diambil oleh organisasi terhadap
negara anggota) dan dengan hilangnya keanggotaan karena kegagalan untuk
menerima amandemen konstitusi organisasi. Alasan lain untuk penghentian yang
tidak sering disebutkan adalah lenyapnya status anggota atau hilangnya
karakteristik esensial sebagai sebuah negara. Hak untuk menarik diri secara tegas
disebutkan dalam konstitusi sebagian besar organisasi internasional dan
persyaratan yang melekat pada hak penarikan berbeda-beda.*

Singh berpendapat bahwa hak penarikan diri dari suatu organisasi merupakan hak

inheren negara-anggota karena kedaulatannya. Namun menurut Schemers,

5 Laurence R. Helfer, Terminating Treaties dalam The Oxford Guide to Treaties, (Duncan Hollis
ed., Oxford University Press: 2012) him. 635. Diakses dari:
https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/2662.

%5 Erik Jensen, Public International Law: Treaties and International Organizations (Stanford Law
School: California, 2016), him. 14-15. Diakses dari: https://law.stanford.edu/publications/public-
international-law-treaties-international-organizations/.

% Laurence R. Helfer, op.cit, him. 666.
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tindakan penarikan oleh satu anggota dapat memberikan konsekuensi serius bagi
seluruh organisasi. Transfer kedaulatan ke organisasi oleh anggota tidak boleh
menjadi tidak berarti karena adanya hak untuk melakukan tindakan sepihak dari
satu anggota sehingga mengabaikan kepentingan anggota lain dan organisasi
secara keseluruhan. Bagi Klabbers, tindakan penarikan memiliki hubungan
dengan amandemen perjanjian, cara yang lebih teknis untuk mengakhiri
keanggotaan dengan mengubah perjanjian konstituen. Beberapa organisasi
internasional menetapkan bahwa jika perjanjian diubah dan salah satu pihak tidak

menerima amandemen, negara itu dapat berhenti menjadi negara anggota.

Jika ditelaah lebih jauh, klausul keluar®” menciptakan mekanisme publik yang sah
bagi suatu negara untuk mengakhiri kewajiban perjanjiannya atau menarik
keanggotaan dalam organisasi internasional. Penarikan diri tidak memerlukan
persetujuan dari negara anggota yang lain, melainkan yang dibutuhkan ialah
memberikan pemberitahuan kepada pihak lain. Selain itu, aktivitas withdrawal
yang masuk ke dalam grup treaty dissolution atau pembubaran perjanjian
merupakan aktivitas yang sangat berbeda dengan treaty breaches, vyaitu
pemutusan hubungan keanggotaan akibat pelanggaran atau pengkhianatan yang
dilakukan negara anggota sehingga melanggar komitmen perjanjiannya. Sebuah
negara yang mengaplikasikan klausul keluar menghadapi beban dan keuntungan
yang berbeda, prospek sanksi yang berbeda, konsekuensi reputasi yang berbeda,
dan respon yang berbeda oleh pihak lain selain negara yang melanggar perjanjian

internasional.>®

Ketentuan penarikan mengurangi ketidakpastian yang timbul dalam perjanjian
internasional dengan menjadi jaminan bagi negara untuk mengakhiri kerja sama
secara sah menurut hukum apabila kesepakatan para pihak di awal perjanjian
berakhir buruk. Ketentuan penarikan diri yang disediakan dalam suatu perjanjian

mendorong ratifikasi oleh lebih banyak negara yang akan bergabung daripada

5 Melakukan tindakan penarikan diri keanggotaan juga berarti keluar secara sepihak dari
keanggotaan organisasi internasional.
%8 Laurence R. Helfer, op.cit, him. 666.
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perjanjian yang tidak menyediakan ketentuan tersebut. Ketentuan penarikan diri
lazim disediakan dalam berbagai perjanjian, but they are not everywhere. Sebuah
studi terhadap sampel acak dari 142 perjanjian yang diterbitkan dalam United
Nations Treaty Series menemukan bahwa 60 persen perjanjian yang disurvei

mengandung klausula keluar.>®

2. Penyebab Penarikan Diri Negara dari Keanggotaan Organisasi
Internasional

Negara yang menarik diri dari keanggotaan suatu organisasi tidak diharuskan
untuk menjelaskan alasan yang mendasari tindakan pengakhiran perjanjian
tersebut. Kegagalan untuk menentukan alasan tidak mempengaruhi keabsahan
tindakan penarikan. Akan tetapi dalam prakteknya, Negara yang menarik diri
seringkali menetapkan beberapa alasan untuk membenarkan tindakannya.
Instrumen penarikan yang beralasan menunjukkan kepekaannya terhadap
supremasi hukum, yang berupaya mendorong transparansi dalam proses hukum

untuk kepentingan publik.%°

Bila pemberitahuan penarikan tidak disertai dengan alasan, hal ini kemungkinan
akan menimbulkan protes dari pihak lain yang terikat dalam perjanjian. Dalam hal
terjadi perselisinan atas dilakukannya tindakan penarikan, adalah kewajiban
Negara yang menarik diri untuk menetapkan kasusnya dengan mengemukakan
alasan atas tindakannya. Alasan tersebut dapat mencakup perubahan keadaan yang
mendasar, munculnya norma baru dalam hukum internasional, atau kepentingan

vital.

Perubahan Keadaan Mendasar (Fundamental Change of Circumstances), dapat

menjustifikasi suatu anggota dalam meminta agar dilepaskan dari kewajiban-

% Laurence R. Helfer. Flexibility in international agreement, Interdisciplinary Perspectives on
International Law and International Relations: The State of the Art, (Jeffrey Dunoff & Mark A.
Pollack eds.,, Cambridge University Press: 2012), hlm. 182. Diakses dari:
https://scholarship.law.duke.edu/faculty _scholarship/2452.

%0 Yogesh Tyagi, op.cit, him. 104.
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kewajiban perjanjian internasional yang bersangkutan (“a fundamental change of
circumstances may be of such kind as to justify a party in demanding to be
released from the obligations of an unnotifiable treaty”’). Perubahan fundamental
dari keadaan ini berarti bahwa kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam
perjanjian internasional yang bersangkutan membahayakan keberadaan anggota
yang menghendaki pengunduran diri tersebut di dalam organisasi internasional

tersebut.

Pengakhiran perjanjian karena munculnya new peremptory norm of general
international law (jus cogens) maksudnya, jika timbul norma baru dalam hukum
internasional yang merupakan norma dasar (baku), maka suatu perjanjian yang
bertentangan dengan norma baru itu berakhir. A peremptory norm of
general international law (jus cogens)/ kaidah dasar hukum internasional, adalah
asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional
sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun dan hanya bisa
diperbarui oleh suatu norma hukum internasional umum berikutnya yang

mempunyai sifat yang serupa.

Berdasarkan konsep mengenai kedaulatan, hanya kedaulatan negara itu sendiri
yang dapat memutuskan apakah sebuah negara ingin berpartisipasi dalam
Organisasi Internasional. Entitas lain tidak punya hak maupun kompetensi untuk
menghakimi. Kepentingan vital, merupakan faktor yang lahir dari prinsip
kedaulatan. Kepentingan vital (vital interest) adalah klaim oleh suatu Negara
untuk mengecualikan hal-hal tertentu yang dianggap penting dari penilaian
hukum, yang boleh jadi dapat membebaskan negara dari kewajiban hukum yang
mengikat. Lauterpacht melarang penerimaan pandangan bahwa suatu negara
dapat menjadi terikat, dalam hal-hal yang mempengaruhi kepentingan vitalnya,
dengan tindakan yang tidak memiliki jaminan atau otoritas dalam hukumnya
sendiri. Pandangan ini, mensyaratkan penghormatan terhadap porsi internal

negara dari otoritas pembuatan perjanjian.
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Klausul penarikan memberikan mekanisme untuk menanggapi kondisi
ketidakpastian politik atau ekonomi domestik negara anggota. Pada awalnya,
negara mungkin menyetujui persyaratan kerjasama tertentu tetapi kemudian
mengalami guncangan dalam negeri yang membuat persyaratan ini sulit secara
politis, dan hal yang dibutuhkan adalah pembebasan sementara dari kewajiban
mereka. Mengantisipasi bahwa guncangan, keadaan darurat, dan keadaan luar
biasa lainnya akan menimbulkan penolakan domestik terhadap kepatuhan
perjanjian, kemudian negara akan ragu-ragu untuk berkomitmen pada perjanjian,
ketentuan penarikan memfasilitasi perjanjian internasional dengan mengizinkan
penyimpangan sementara dari kepatuhan jika keadaan darurat yang diantisipasi
kemudian muncul. Ceteris paribus, opsi melarikan diri juga mendorong lebih
banyak negara untuk meratifikasi perjanjian, dan memungkinkan negosiasi
kewajiban internasional yang lebih fleksibel daripada yang mungkin terjadi tanpa

ketentuan seperti itu.

3. Ketentuan Penarikan Diri Berdasarkan Vienna Convention on the Law of
Treaties (VCLT) 19609.

Kesepakatan yang terjadi antara negara-negara yang dituangkan dalam suatu
perjanjian internasional baik yang bilateral maupun yang multilateral, suatu saat
karena adanya perubahan kepentingan atau keadaan yang dapat menyebabkan para
pihak dalam perjanjian merasa perlu untuk mengakhirinya atau menundanya.
VCLT memberikan kemungkinan pengakhiran keanggotan atau penarikan dari
sebuah perjanjian internasional (termasuk perjanjian organisasi internasional) di

bawah kondisi berikut®::

Pertama, sesuai dengan ketentuan VCLT (in accordance with the provisions of the
VCLT). Pasal 42 ayat (2) mengatur tentang berakhirnya suatu perjanjian,
pemutusan atau penarikan diri sebagai pihak dalam perjanjian, demikian pula
terhadap penangguhan bekerjanya suatu perjanjian, hanya dapat terjadi karena

penerapan ketentuan-ketentuan perjanjian atau berdasarkan VCLT.

51 Yogesh Tyagi, op.cit, him. 119.
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Kedua, karena adanya pembuatan perjanjian baru yang menggantikannya (by
conclusion of a later treaty relating to the same subject-matter). Pasal 59 mengatur
bahwa suatu perjanjian berakhir jika semua pihak dalam perjanjian tersebut
membuat perjanjian baru mengenai inti masalah yang diatur dalam perjanjian lama
dan (a) perjanjian baru itu dibentuk dari perjanjian lama, atau para pihak sepakat
masalah yang diatur dalam perjanjian lama harus diatur kembali dalam perjanjian
baru; (b) ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian baru tidak bertentangan
dengan ketentuan yang terdapat di perjanjian lama, namun kedua perjanjian

tersebut (yang baru dan yang lama) tidak dapat diberlakukan bersamaan.

Ketiga, sebagai konsekuensi adanya pelanggaran (as a consequence of a material
breach of the treaty). Pasal 60 mengatur tentang pengakhiran atau pemutusan suatu
perjanjian internasional karena adanya pelanggaran (material breach). Maksud dari
pelanggaran berat (material breach) itu dapat berupa penyangkalan atau perlakuan
(repudiation) atau pelanggaran (violation) dari maksud yang esensial bagi
ketentuan yang penting untuk tercapainya maksud dan tujuan dari perjanjian.

Keempat, karena tidak memungkinkan melaksanakan perjanjian (owing to the
impossibility of performing the treaty). Pasal 61 mengatur tentang tidak
memungkinkannya melaksanakan suatu perjanjian yang disebabkan karena hilang
atau lenyapnya objek yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan suatu perjanjian
dan hilangnya atau lenyapnya objek tersebut harus secara permanen. Misalnya,
suatu perjanjian yang mengatur tentang pengelolaan suatu pulau, ternyata pulau
tersebut karena keadaan alam hilang atau lenyap. Maka lenyapnya pulau tersebut
adalah objek untuk terlaksananya perjanjian, dengan lenyapnya pulau tersebut
maka perjanjian pengelolaan pulau tersebut tidak mungkin dilaksanakan perjanjian
tersebut. Akan tetapi apabila pulau tersebut hanya hilang sementara, maka
perjanjian tersebut hanya ditunda.

Kelima, adanya perubahan yang mendasar (owing to a fundamental change of
circumstances). Ketentuan Fundamental change of circumstances (Clausula rebus

sic stantibus) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak
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lagi berlaku akibat perubahaan keadaan yang mendasar. Dalam hukum
internasional, asas ini pada dasarnya menjadi pengecualian bagi aturan pacta sunt
servanda. Asas ini disebutkan dalam Pasal 62 VCLT 1969. Menurut pasal ini,
negara dapat menggunakan asas ini untuk mengakhiri perjanjian apabila keadaan
yang mengalami perubahan memang melandasi iktikad negara untuk terikat dengan

perjanjian.%?

Keenam, karena ketidakcocokan dengan norma baru hukum internasional (owing
to incompatibility with a new peremptory norm of international law). Pasal 64
mengatur jika timbul norma baru dalam hukum internasional yang merupakan
norma dasar, maka suatu perjanjian yang bertentangan dengan norma baru itu
berakhir. Pasal 64 ini harus dihubungkan dengan Pasal 53 yang mengatur ketentuan

umum jus cogens.

Ketujuh, Pengakhiran dan penarikan perjanjian dalam garis besar olenh VCLT dibagi
menjadi dua kategori hukum. Penarikan berdasarkan Ketentuan Perjanjian atau
dengan Kesepakatan Para Pihak dalam Pasal 54 dan penarikan tanpa ketentuan
penarikan dalam perjanjian namun sesuai dengan maksud dari para pihak dalam
perjanjian dan berdasarkan sifat perjanjian dalam pasal 56 yang dijelaskan sebagai
berikut;

Ketentuan mengenai penarikan diri dalam Pasal 54 VCLT berbunyi sebagai berikut:

“The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take
place:
(@) in conformity with the provisions of the treaty; or
(b) at any time by consent of all the parties after consultation with the
other contracting States”

Pasal 54 VCLT memungkinkan tindakan penarikan diri dari perjanjian
internasional jika keinginan tersebut disepakati kemudian disetujui oleh para pihak

dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Kesepakatan ini dapat terjadi

62 Contohnya adalah Dewan Menteri Komunitas Eropa tahun 1991 yang mengakhiri perjanjian kerja
sama dengan Yugoslavia dari tahun 1980 akibat Perpecahan Yugoslavia yang dianggap sebagai
perubahan keadaan yang mendasar.
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dalam dua cara. Pertama, pasal 54 (a) menyatakan jika persetujuan para pihak
terkait tindakan penarikan diri dinyatakan dalam perjanjian itu sendiri melalui
klausul tertentu. Kedua, pasal 54 (b) VCLT juga memungkinkan penarikan diri oleh
negara anggota dilakukan setiap saat dengan adanya kesepakatan dari semua pihak
setelah mengadakan konsultasi dengan negara-negara yang mengadakan
perjanjian.%® Menurut pasal 54 (b), ada suatu persyaratan ketika ketentuan ini
dipraktikkan pada perjanjian multilateral. Jika perjanjian bersangkutan
diberlakukan dengan ratifikasi, maka pengakhirannya pun harus dengan ratifikasi.

Ketentuan mengenai penarikan diri dalam Pasal 56 VCLT berbunyi sebagai berikut:

“Article 56 Denunciation of or withdrawal from a treaty containing no
provision regarding termination, denunciation or withdrawal
1. A treaty which contains no provision regarding its termination and
which does not provide for denunciation or withdrawal is not
subject to denunciation or withdrawal unless:
(a) it is established that the parties intended to admit the possibility
of denunciation or withdrawal; or
(b) a right of denunciation or withdrawal may be implied by the
nature of the treaty.
2. A party shall give not less than twelve months’ notice of its intention
to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1"’

Dalam hal apabila di suatu perjanjian internasional tidak terdapat ketentuan
mengenai penarikan diri, VCLT 1969 memberikan kemungkinan pengakhiran dan
penarikan diri dari perjanjian melalui pasal 56. Pasal 56 terbagi atas dua paragraf,
yang pertama meletakan aturan yang memberikan hak penarikan dalam keadaan
tertentu dan yang kedua menentukan prosedur yang dibutuhkan tindakan penarikan
tersebut. Pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa sebuah perjanjian yang tidak
menyebutkan tentang ketentuan pengakhiran perjanjian, tidak mungkin dilakukan
pengakhiran atau penarikan diri dari perjanjian yang bersangkutan, kecuali (a) para
pihak bermaksud untuk mengakui adanya kemungkinan untuk memutuskan atau
menarik diri (b) atau bila secara implisit terjadi karena sifat perjanjian tersebut. Ada
atau tidaknya kemungkinan terhadap hal tersebut dapat dilihat dari drafting history
perjanjian tersebut. Jika penghentian dimungkinkan, salah satu pihak harus

8 Qliver Dorr and Kirsten Schmalenbach, op.cit, him. 948-957.
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memberikan pemberitahuan setidaknya dua belas bulan sebelumnya tentang
niatnya untuk menarik atau membatalkan perjanjian. Kewajiban ini dimaksud agar

pihak peserta perjanjian lainnya mengetahui maksud itu.®*

Pasal 56 VCLT memberikan ketentuan apabila di dalam suatu perjanjian
internasional yang bersangkutan tidak terdapat ketentuan mengenai penarikan diri.
Pasal 56 ayat (1) VCLT mengandung ketentuan umum bahwa negara-negara tidak
boleh mengundurkan diri dari perjanjian internasional yang tidak memiliki
ketentuan mengenai penarikan diri. Namun, ketentuan ini memiliki dua
pengecualian. Pertama, suatu perjanjian internasional yang tidak memiliki
ketentuan mengenai penarikan diri tetap dapat dilakukan penarikan diri
terhadapnya apabila para pihak di dalam perjanjian tersebut menghendaki adanya
kemungkinan terhadap hal tersebut. Ada atau tidaknya kehendak terhadap hal
tersebut dapat dilihat dari bahan-bahan seperti travaux preparatoires dari perjanjian
tersebut. Kedua, hak untuk mengundurkan diri dari perjanjian internasional yang

bersangkutan bisa tersirat dalam sifat dari perjanjian tersebut.®®

Pembahasan apakah Negara memiliki hak untuk mengakhiri atau menarik diri dari
sebuah perjanjian yang tidak mengatur mengenai hal tersebut telah menjadi
perdebatan diantara para ahli hukum internasional. James Brierly memiliki
pandangan bahwa ketiadaan ketentuan mengenai hak pengakhiran perjanjian
dengan durasi tidak terbatas berarti menghendaki perjanjian tersebut untuk menjadi
permanen. Pada saat yang sama, Brierly mengakui bahwa ada beberapa perjanjian
yang dari sifat dasar perjanjian, subjek-subjek atau keadaan di mana mereka
disimpulkan, dapat diasumsikan dimaksudkan untuk rentan terhadap tindakan
denunciation atau withdrawal. Menurut Lord McNair, dasar pendekatan yang
diyakini di sebagian besar Negara, terhadap sebuah perjanjian adalah bahwa
perjanjian merupakan dokumen yang dimaksudkan berlaku untuk jangka waktu

yang terus-menerus dan tidak dapat dihentikan secara sepihak, kecuali, secara tegas

8 Qliver Dorr and Kirsten Schmalenbach, op.cit, him. 967-968.
% Ibid.
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atau secara implisit, perjanjian itu mengandung hak dari penghentian sepihak atau

beberapa ketentuan lain untuk segera berakhir.

Oppenheim dalam buku pertamanya yang diterbitkan pada tahun 1905 mengenai
perjanjian, menyatakan terdapat perjanjian yang meskipun tidak secara tegas
mengatur kemungkinan penarikan, namun dapat diakhiri setelah dilakukan
pemberitahuan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini berlaku
terhadap golongan perjanjian yang tidak secara tegas dibentuk untuk jangka waktu
tertentu atau tidak dibuat untuk membentuk suatu kondisi tertentu yang bertahan
lama (an everlasting condition of things). Sebagai contoh, perjanjian komersial
atau perjanjian aliansi meskipun tidak dibuat untuk jangka waktu tertentu selalu
dapat diterapkan tindakan penarikan diri dengan memberikan pemberitahuan
sebelumnya. Namun, perjanjian yang dalam pembuatannya dimaksudkan atau
secara tegas dibuat untuk tujuan menetapkan kondisi yang kekal (everlasting
condition of things) dan dibuat untuk jangka waktu yang tidak terbatas, secara
umum tidak dapat dilakukan penarikan diri melalui pemberian pemberitahuan saja,
persetujuan para pihak dibutuhkan untuk mengakhiri perjanjian. Berbagai bentuk
perjanjian perdamaian dan perjanjian perbatasan termasuk dalam golongan

perjanjian ini.%’

Kiss, pada tahun 1959, juga membuat komentar bahwa praktik negara mendukung
pandangan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa batasan atau durasi selalu terbuka
untuk pengakhiran sepihak oleh salah satu pihak. Sir Robert Jennings mengatakan
bahwa pendekatan yang lebih baik terhadap masalah ini adalah mengikuti
pandangan tradisional, yaitu tanpa klausul pengakhiran, perjanjian tidak dapat
diakhiri. Tetapi ketika para pihak bermaksud mengakui hak untuk mengakhiri
perjanjian namun niat itu tidak diungkapkan dalam perjanjian yang bersangkutan,
ia menerima pandangan bahwa pengakhiran perjanjian boleh dilakukan.®®

% Kelvin Widdows. The Unilateral Denunciation of Treaties Containing No Denunciation
Clause, (British Yearbook of International Law, Volume 53, Issue 1: 1982), hIm. 107-108. Diakses
dari: https://doi.org/10.1093/bybil/53.1.83.

57 1bid.

%8 1bid.
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Feinberg menyimpulkan bahwa tidak ada hak untuk menarik diri dari organisasi
internasional kecuali jika Konstitusi secara tegas mengizinkan hak tersebut atau di
mana hak tersebut dapat disimpulkan dari niat para pihak yang jelas dan dapat
dibuktikan. Sementara pekerjaan yang dilakukan oleh Profesor Giraud di Institut
de Droit International mengatakan bahwa jika tidak ada ketentuan tentang
pengakhiran, terhadap perjanjian multilateral dapat dilakukan pengakhiran setiap

saat.®®

Dari pendapat-pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa penulis-penulis
tersebut terbagi atas sejumlah aliran. Aliran pertama, di mana perjanjian tidak
memiliki klausa yang memperbolehkan dilakukannya penarikan diri, harus
dianggap bahwa memang tidak ada hak semacam itu, dan perjanjian tersebut harus
dianggap memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Aliran kedua mengasumsikan
bahwa jenis perjanjian tertentu dapat dilakukan penarikan diri setiap saat dengan
pemberitahuan yang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum
internasional. Aliran terakhir, adalah yang menyiratkan ketentuan untuk penarikan
diri tidak berdasarkan suatu golongan perjanjian tertentu tetapi kapanpun
tergantung pada situasi dari kasus yang bersangkutan (jenis perjanjian, keadaan saat
terjadinya) yang mengindikasikan suatu kehendak dari para pihak yang
memperbolehkan pengakhiran secara sepihak. Satu hal yang pasti, terhadap
perjanjian internasional yang berdasarkan sifatnya dikehendaki untuk menjadi
permanen, seperti perjanjian perdamaian, perjanjian yang mempengaruhi
penyelesaian akhir dari suatu sengketa, dan perjanjian mengenai batas-batas negara,
maka terhadap perjanjian-perjanjian ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan

pengakhiran sepihak.”

Declaration of London 1871 merupakan salah satu sumber penting dalam
menginterpretasikan keabsahan tindakan penarikan diri negara dari perjanjian
internasional yang tidak memiliki klausa penarikan diri. Deklarasi ini mengakui

secara umum bahwa telah menjadi suatu prinsip fundamental dari hukum bangsa-

% 1bid.
" 1bid, him 109.
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bangsa bahwa tidak ada pihak dalam perjanjian yang dapat membebaskan anggota
dari keterikatan perjanjian internasional, atau mengubah ketentuan dari perjanjian

yang bersangkutan tanpa persetujuan dari pihak dalam perjanjian lainnya.”

Merujuk pada Deklarasi London tahun 1871, yang telah menekankan bahwa
persetujuan di antara pihak-pihak yang terikat perjanjian diperlukan untuk
membebaskan salah satu dari mereka dari kewajiban dalam perjanjian, Sir Gerald
Fitzmaurice dalam laporannya tahun 1957 menyatakan sebagai aturan umum yang
jelas bahwa tidak adanya setiap ketentuan untuk penghentian dalam perjanjian
berarti, pada prinsipnya, tidak ada penghentian kecuali dengan persetujuan umum.
Namun, Fitzmaurice juga mengakui kemungkinan beberapa pengecualian asumsi
tersebut dalam hal, setelah disimpulkan, ketentuan pembentukan perjanjian
menunjukkan batas waktu yang sudah habis dalam peristiwa tertentu atau terdapat
niat untuk mengizinkan penghentian atau penarikan sepihak dan jika perjanjian
tersebut termasuk dalam golongan perjanjian, di mana, ex naturae (secara alamiah),
hak untuk penghentian atau penarikan sepihak harus dianggap ada untuk para pihak,
seperti perjanjian aliansi dan perjanjian komersial atau perdagangan sebagai contoh

pengecualian kedua. "2

Argumen diatas, ditinjau kembali oleh Sir Humphrey Waldock dalam laporannya
untuk International Law Commission (ILC) dengan mengusulkan suatu rumusan
pasal dalam laporan tersebut mengenai perjanjian yang tidak berisi ketentuan
tentang durasi dan penghentiannya. Dalam hal perjanjian yang tujuannya bersifat
sementara, seperti perjanjian untuk menengahi perselisihan tertentu atau perjanjian
kerjasama dalam pelaksanaan tugas tertentu, perjanjian tersebut tidak dapat
dijadikan subjek pengakhiran perjanjian, namun harus tetap berlaku hingga saatmya
berakhir (draft pasal 17 ayat 2). Versi yang jauh lebih spesifik mengenai
pengecualian yang diberikan Fitzmaurice mengenai jenis perjanjian, yang

menyiratkan adanya sifat hak penarikan diri dirumuskan dalam lima kelas

" Lihat Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties First Session
(Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole).
2 Kelvin Widdows, op.cit, him. 85-86.
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perjanjian, yaitu i) perjanjian komersial atau perdagangan, (ii) perjanjian aliansi
atau kerjasama militer; (iii) perjanjian untuk kerjasama teknis di bidang ekonomi,
sosial, budaya, ilmiah, komunikasi atau hal-hal lain semacam itu; (iv) perjanjian
arbitrase, konsiliasi atau penyelesaian yudisial dan perjanjian yang merupakan
instrumen konstituen dari organisasi internasional (draft pasal 17 ayat 3 huruf a dan
b).73

Selain menyebutkan penggolongan perjanjian internasional yang berdasarkan
sifatnya dapat dilakukan penarikan diri, Sir Humphrey Waldock di dalam rumusan
draft pasal 17 ayat 4 nya juga menyebutkan jenis perjanjian yang tidak dapat
dilakukan penarikan diri. Jenis perjanjian tersebut yaitu: perjanjian yang
membentuk batas-batas di antara dua negara, atau yang menyebabkan pembubaran
suatu wilayah, atau yang memberikan hak-hak tertentu atas suatu wilayah;
perjanjian yang membentuk rezim internasional khusus atas suatu area wilayah,
sungai, perairan, atau ruang udara tertentu; perjanjian perdamaian, perjanjian
perlucutan senjata, atau perjanjian pemeliharaan kedamaian; perjanjian yang
memberikan penyelesaian akhir dari suatu sengketa internasional; perjanjian
multilateral yang membentuk kodifikasi atau progressive development dari hukum
internasional, dengan catatan perjanjian tersebut tidak dibuat dengan maksud untuk
membentuk modus vivendi. Hanya dalam kasus-kasus yang tidak tercakup dalam
paragraf 2—4 barulah aturan sisa atau residuary rule dari draft pasal 17 ayat 5 dapat
diterapkan. Jika penerapannya akan mengarah pada kesimpulan bahwa tidak ada
hak penarikan diri, suatu Negara masih dapat menarik diri secara sepihak dengan

menunjukkan alasannya dan dengan persetujuan dari semua pihak.”

Perjanjian yang tidak direferensikan dalam daftar mana pun akan tunduk pada
anggapan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan kecuali jika secara jelas muncul
dari sifat perjanjian atau keadaannya bahwa perjanjian tersebut dimaksudkan untuk
hanya memiliki aplikasi sementara. Tipologi yang diusulkan Waldock membagi

ILC dan perancang VCLT. Hasilnya adalah kompromi yang direfleksikan dalam,

3 1bid.
™ 1bid.
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versi terakhir VCLT Pasal 56 (1) saat ini, yang mengacu pada sifat perjanjian

(nature of treaty) dan maksud para pihak (consent of all parties).

Pasal 56 mencerminkan kompromi yang tidak mudah di antara anggota ILC
mengenai apakah Negara dapat keluar dari perjanjian yang tidak berisi klausul
penarikan diri atau penarikan. Pada tahun-tahun setelah laporan ILC, ahli hukum
terus memperdebatkan jenis perjanjian yang sifatnya menyiratkan hak untuk
menarik diri serta bukti yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa para pihak
mengakui kemungkinan keluar secara sepihak bahkan jika mereka gagal untuk

membuktikan opsi pengecualian tersebut dalam perjanjian.”™

C. Praktek Penarikan Diri Negara dari Keanggotaan Organisasi
Internasional

Penarikan diri suatu negara berarti pembatalan secara unilateral terhadap piagam
konstitutif organisasi. Dalam hal ini negara tersebut harus menghormati ketentuan-
ketentuan umum mengenai penarikan yang dikodifikasikan oleh pasal 54 dan 56
VCLT 1969. Sesuai ketentuan tersebut penarikan diri suatu negara dari suatu
perjanjian intemasional dibolehkan bila sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat
dalam perjanjian tersebut, atau atas kesepakatan semua pihak. Bila pasal-pasal itu
tidak ada dan tidak ada pula kesepakatan mengenai hal tersebut, penarikan diri tetap
mungkin sekiranya para pihak pada perjanjian menerima kemungkinan

pengakhiran atau penarikan anggota-anggota.”®

1. Praktek Pengaturan Penarikan Diri dari Keanggotaan WHO dan
UNESCO

Pada tahun 1949 dan 1950, negara-negara Eropa Timur memberikan pemberitahuan
kepada Sekretariat WHO bahwa mereka memutuskan untuk menarik diri dari
organisasi, diikuti China pada 6 Mei 1950. Pada akhir tahun 1952 dan awal tahun
1953, Cekoslowakia, Polandia, dan Hongaria juga mengumumkan bahwa mereka

5 Ibid.
6 Boer Mauna, op.cit, him. 429.
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telah menghentikan keanggotaan mereka di UNESCO. Karena konstitusi tidak
memuat ketentuan tentang penarikan diri, negara yang menarik diri menyatakan
bahwa penarikan yang dilakukannya sah dan segera berlaku berdasarkan pasal 56
VCLT. Namun, baik WHO maupun UNESCO tidak mengakui tindakan penarikan
yang dilakukan negara-negara anggotanya. Kedua organisasi tersebut
berpandangan bahwa penarikan tidak mungkin dilakukan selama konstitusi tidak

secara tegas mengaturnya dan akibatnya keanggotaan tetap berlanjut. 7’

UNESCO pada akhirnya memutuskan untuk memasukkan ketentuan dalam
konstitusinya yang memungkinkan penarikan diri. UNESCO menambahkan
paragraf keenam ke Pasal 2 tentang keanggotaan, yang berbunyi:

“Any Member State or Associate Member of the Organization may withdraw
from the Organization by notice addressed to the Director-General. Such notice
shall take effect on 31 December of the year following that during which the
notice was given. No such withdrawal shall affect the financial obligations
owed to the Organization on the date the withdrawal takes effect. Notice of
withdrawal by an Associate Member shall be given on its behalf by the Member
State or other authority having responsibility for its international relations.”

Namun, sebelum ketentuan mengenai penarikan mulai berlaku untuk diterapkan,
Hongaria (1 Juni 1954), Polandia (18 Juni 1954) dan Cekoslowakia (9 September
1954) mengumumkan bahwa mereka telah mencabut penarikan diri mereka dari
UNESCO dan menyatakan bahwa mereka akan kembali mengambil bagian aktif
dalam organisasi. Legal consequences yang terjadi, UNESCO mengharuskan
negara-negara tersebut membayar sebagian dari kontribusi yang tertunggak selama

penghentian keanggotaan.’®

Konferensi yang menetapkan WHO mengakui dalam deklarasi nya, kemungkinan
penarikan oleh negara ketika dilakukan amandemen terhadap konstitusi. Negara
anggota tidak terikat untuk tetap berada dalam organisasi, jika hak dan
kewajibannya diubah oleh amandemen konstitusi yang tidak disetujui dan tidak

dapat diterima oleh negara tersebut. Ketika Amerika Serikat ingin bergabung

" Henry G Schermers and Niels M Blokker, op.cit, him. 104.
8 |bid.
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dengan WHO, Kongres AS melampirkan rekomendasi bahwa, jika tidak ada
ketentuan untuk penarikan dari konstitusi WHO, Amerika Serikat memiliki
kompetensi melakukan reserrvasi terhadap haknya untuk menarik diri dengan
pemberitahuan. Dalam World Health Assembly pertama, WHO dengan suara bulat

dan sah menerima aksesi AS ke WHO dengan reservasi tersebut.”

Terhadap penarikan yang dilakukan Uni Soviet, Direktur Jenderal WHO memberi
pernyataan dikarenakan Konstitusi W.H.O. tidak membuat ketentuan untuk
penarikan, pemberitahuan yang diberikan negara anggota yang menarik diri tidak
dapat diterima sebagai tindakan penarikan diri dari Organisasi. World Health
Assemblies ketiga dan keempat mencatat pemberitahuan tersebut dan mengadopsi
resolusi yang menyatakan bahwa WHO akan selalu menyambut dimulainya
kembali kerja sama penuh dari anggota yang memberikan pemberitahuan

penarikan.®

Berdasarkan hal tersebut, WHO tidak sampai mengubah konstitusinya untuk
memungkinkan penarikan diri. Hal yang sama dengan UNESCO juga terjadi pada
WHO, vyaitu negara-negara yang bersangkutan ingin membangun kembali
keanggotaan mereka beberapa tahun setelah pemberitahuan akan melakukan
tindakan penarikan. Pada Mei 1952, pemerintah China menginformasikan WHO
tentang keinginannya untuk melanjutkan partisipasi aktifnya dalam organisasi.
Selanjutnya, Uni Soviet bersama sebagian besar negara Eropa Timur menyatakan
niatnya di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk melanjutkan peran aktif dalam
kegiatan WHO. Konsekuensi hukumnya, negara-negara yang menyatakan diri
keluar diharuskan membayar 5 persen dari kontribusi mereka untuk tahun-tahun di
mana mereka tidak berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Selama diadakannya
Assembly kesatu sampai keempat, WHO terus menganggap Negara-negara yang
menarik diri sebagai anggota, dengan mengklasifikasikan mereka sebagai anggota
tidak aktif.8!

8 Ibid, him. 103.
8 Kelvin Widdows, loc.cit, him. 100.
81 Henry G Schermers and Niels M Blokker, op.cit, him 103.
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2. Praktek Pengaturan Penarikan Diri dari Keanggotaan PBB

Piagam PBB tidak memuat ketentuan penarikan diri dari keanggotaanya. Komite
I/2 dalam Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional (selanjunya disebut
konferensi San Fransisco) sepakat untuk tidak memasukan klausa penarikan dalam
perjanian pembentukan PBB. Tidak disediakannya ketentuan penarikan dalam
Piagam PBB bertujuan untuk menghindari hal yang terjadi pada Kovenan LBB
ketika menyediakan klausa penarikan. Ketiadaan klausa penarikan diri, tidak
dimaksudkan untuk menghalangi hak penarikan diri yang dimiliki setiap negara
atas dasar prinsip persamaan kedaulatan para anggotanya. Komite | Konferensi
mengakui bahwa, dalam “certain exceptional circumstances” suatu negara
mungkin merasa dirinya terdorong untuk menggunakan hak ini. Oleh karena itu,
Komite | dalam laporannya ke plenary conference, memberikan “interpretative
declaration” terhadap ketiadaan hak penarikan diri dalam Piagam, sebagai
berikut®?:
“If, however, a Member because of exceptional circumstances feels constrained
to withdraw, and leave the burden of maintaining international peace and
security on the other Members, it is not the purpose of the Organization to
compel that Member to continue its cooperation in the Organization. It is
obvious, particularly, that withdrawals or some other forms of dissolution of
the Organization would become inevitable if, deceiving the hopes of humanity,
the Organization was revealed to be unable to maintain peace or could do so
only at the expense of law and justice.-Nor would a Member be bound to remain
in the Organization if its rights and obligations as such were changed by
Charter amendment in which it has not concurred and which it finds itself
unable to accept, or if an amendment duly accepted by the necessary majority
in the Assembly or in a general conference fails to secure the ratification

necessary to bring such amendment into effect.”

82 Hans Kelsen. Withdrawal from the United Nations, (The Western Political Quarterly: 1948), him.
29-31.
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Menurut deklarasi ini, penarikan dapat terjadi dalam keadaan luar biasa atau
“exceptional circumstances” yang mengacu pada keadaan tidak terduga yang
terjadi pada saat negara menjadi anggota. Keadaaan pertama yang termasuk ke
dalam “exceptional circumstances” adalah ketika organisasi tidak dapat memenuhi
perannya dalam memelihara perdamaian atau dapat melakukannya hanya dengan
melanggar hukum dan keadilan (the Organization was revealed to be unable to
maintain peace or could do so only at the expense of law and justice); Keadaan
kedua adalah ketika organisasi mengadopsi amandemen yang tidak dapat diterima
anggota untuk berlaku disebabkan terdapat perubahan terhadap hak dan kewajiban
anggota berdasarkan amandemen tersebut (if its rights and obligations as such were
changed by Charter amendment in which it has not concurred and which it finds
itself unable to accept); Terakhir, anggota dapat menarik diri dari PBB ketika
amandemen yang telah diterima oleh mayoritas yang diperlukan dalam Majelis atau
General Conference gagal mendapatkan jumlah ratifikasi yang diperlukan untuk
memberlakukannya (if an amendment duly accepted by the necessary majority in
the Assembly or in a general conference fails to secure the ratification necessary to

bring such amendment into effect).

Pernyataan Komite | diterima (accepted) oleh Negara-negara dalam Plenary
Session of the Conference dan penerimaan (acceptance) ini dikatakan mengikat
Negara-negara, sama seperti ketika suatu pasal dimasukkan dalam Piagam PBB
meskipun, sebuah drafting history tidak memiliki sifat mengikat secara hukum.
Deklarasi interpretatif telah berkontribusi menegaskan bahwa Negara anggota
dimungkinkan memiliki hak untuk menarik diri dari PBB. Deklarasi interpretatif
ditranslasikan sebagai “statements of the parties” yang digunakan untuk memenuhi

syarat kesepakatan semua pihak yang ada dalam pasal 54 (b) VCLT. %

Deklarasi interpretatif PBB menunjukkan bahwa drafting history Piagam PBB

mengakui kemungkinan penarikan, meskipun Piagam PBB termasuk dalam

8 Frances Livingstone. Withdrawal from the United Nations: Indonesia. (The International and
Comparative Law Quarterly, 14(2), Cambridge University Press British Institute of International
and Comparative Law: 1965), him. 641. DOI:10.2307/756973.
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kategori perjanjian internasional yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur kondisi
yang permanen sehingga tidak dapat dilakukan penarikan diri terhadapnya. Namun,
Delegasi Uni Soviet berselisin pendapat tentang Deklarasi tersebut. Menurut
pandangan delegasi Uni Soviet, hak untuk menarik diri merupakan konsekuensi
dari adanya prinsip demokrasi dan prinsip kedaulatan. Pendapat Uni Soviet tidak
disetujui oleh Committee 1/2, sebab dalam deklarasi interpretatif, hak penarikan diri
bukan lahir dari kedaulatan Anggota. Komentar dalam deklarasi interpretatif
tersebut hanya berbicara tentang penarikan diri dalam hal jika terjadi exceptional

circumstances.®

Menurut Hans Kelsen, sebagai subjek hukum internasional, negara berada di bawah
hukum internasional. Kewenangan hukum internasional atau kewenangan
masyarakat internasional berada di atas kewenangan negara. Perkembangan
organisasi internasional telah membuktikan bahwa pada akhirnya akan mungkin
untuk menggunakan semacam "kedaulatan bersama” (joint sovereignty) dan
"supremasi kemauan bersama™ (supremacy of general will) untuk menggantikan

kedaulatan lama masing-masing negara.®®

Jika kedaulatan ditranslasikan sebagai hak absolut yang menjustifikasi suatu negara
menarik diri dari organisasi yang ditetapkan oleh perjanjian internasional, maka
negara yang berdaulat terikat oleh perjanjian di mana ia menjadi pihak hanya
selama keanggotaan tersebut diinginkan olehnya. Hans Kelsen menyimpulkan
bahwa jika kedaulatan menyiratkan kekuasaan yang tidak terbatas, maka jelas tidak
sesuai dengan hukum internasional; karena hukum internasional membebankan

kewajiban pada negara, untuk membatasi kekuasaannya. &

Sehingga, kedaulatan, dalam pengertian istilah yang tidak terbatas, tidak sesuai
dengan gagasan hukum internasional yang mengikat negara. Jika konsep

kedaulatan tak terbatas, seperti yang dikemukakan oleh delegasi Uni Soviet, benar-

84 Hans Kelsen, op.cit, him. 33.

8 Changing Views on State Sovereignty and Related Problems, Chinese Law & Government, 3:1,
(1970) 41-81.

% |bid.
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benar menjadi dasar Piagam, tidak ada ketentuannya yang akan memiliki kekuatan
mengikat pihak-pihak yang terikat perjanjian. Dan apabila negara-negara berdaulat
menyusun konstitusi organisasi internasional dengan memutuskan untuk tidak
memasukkan klausul pengakhiran perjanjian, penarikan sepihak oleh anggota akan

dianggap tidak menghormati perjanjian.

Konsep diatas bukan untuk menyatakan bahwa kedaulatan tidak memiliki peran
untuk dimainkan, tetapi aplikasi kedaulatan yang relevan dalam organisasi
internasional adalah ketika suatu negara membuat keputusan untuk bergabung atau
tetap berada di luar kerangka perjanjian (voluntary decision) atau apabila konstitusi
organisasi internasional memiliki ketentuan yang mengatur tentang pengakhiran
perjanjian, maka menjadi hak kedaulatan negara anggota untuk meminta

mengaplikasikan ketentuan tersebut.®’

Teori kedaulatan saja tidak menawarkan dasar normatif yang cukup untuk
membenarkan penarikan diri secara sepihak. Namun demikian, kedaulatan
memiliki peran untuk dimainkan karena berfungsi sebagai safety valve yang
menjamin bahwa suatu negara bebas untuk bergabung atau tidak bergabung dalam

sebuah perjanjian.

Jika negara yang memiliki keinginan menarik diri tidak dapat menemukan dasar
konsensual atas niatannya, tidak ada ketentuan dalam perjanjian yang mengizinkan
penarikan, atau di mana tidak dapat ditunjukkan bahwa para pihak bermaksud untuk
menerima kemungkinan tindakan tersebut, maka penarikan diri masih akan legal
atau sah hanya jika negara tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan
hukum perjanjian. Aturan tersebut, salah satunya adalah yang berkaitan dengan
perubahan keadaan yang mendasar (fundamental changes of circumstances) dalam
ketentuan pasal 60-62 VCLT.

87 Clemens M Rieder. The withdrawal clause of the Lisbon Treaty in the light of EU citizenship:
between disintegration and integration, (Fordham Int'l LJ 37: 2013).
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Merupakan pendapat yang diterima secara umum bahwa perjanjian internasional
yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur kondisi yang permanen tidak dapat
dilakukan penarikan diri terhadapnya oleh pihak yang mengadakan perjanjian,
meskipun perjanjian yang bersangkutan tidak memberikan kemungkinan
melakukan tindakan penarikan sepihak. Satu-satunya pengecualian terhadap aturan
ini yang diakui adalah penerapan klausul perubahan keadaan yang mendasar.®
Perubahan keadaan yang mendasar, berarti kewajiban yang diatur dalam perjanjian
membahayakan keberadaan pihak yang menuntut untuk dibebaskan.

Ketika suatu negara berpendapat bahwa telah terjadi perubahan keadaan yang
mendasar, negara tersebut harus terlebih dahulu meminta pihak lain dalam
perjanjian untuk membatalkan perjanjian yang bersangkutan. Jika pembatalan
tersebut, bersama dengan saran untuk menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan
internasional, ditolak, negara dapat menyatakan dirinya tidak lagi terikat oleh
perjanjian yang bersangkutan.®® Dalam hal Anggota PBB bermaksud untuk menarik
diri dari Organisasi karena perubahan keadaan yang penting, ia harus meminta
Organisasi untuk membebaskannya dari keanggotaan, dan jika permintaan ini
ditolak, perselisihan harus diserahkan kepada kepada principal judicial organ dari
Organisasi, yaitu Mahkamah Internasional. Tetapi tidak ada ketentuan dalam
Piagam yang memberi wewenang kepada Security Council atau General Assembly
untuk melepaskan suatu negara dari keanggotaan, dan Mahkamah Internasional
tidak memiliki yurisdiksi dalam perselisihan antara Organisasi dan Anggota.®
Anggota yang ingin mundur harus menyampaikan permintaannya kepada semua
Anggota Organisasi; dan Anggota diizinkan untuk menggunakan hak penarikannya
hanya setelah ia menunggu selama jangka waktu yang ditentukan untuk
mendapatkan jawaban, kecuali Anggota lain menyarankan agar kasus tersebut
diserahkan kepada keputusan international tribunal. Pengadilan ini dapat berupa
Mahkamah Internasional jika sengketa tersebut disajikan sebagai sengketa antar

negara, bukan sebagai sengketa antara Organisasi itu sendiri dan Anggotanya. Jika

8 Kelsen, loc,cit, him. 33-34
89 1hid.
9 |hid.
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pengadilan memutuskan bahwa tidak terjadi perubahan situasi yang mendasar,

tidak ada hak penarikan diri.%

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Clausula rebus sic stantibus tidak
memberikan negara anggota hak untuk mengundurkan diri sebagai suatu hak yang
timbul dari kedaulatan negara dan tidak juga memberikan hak untuk mengundurkan
diri berdasarkan exceptional circumstances yang disampaikan Committee 1/2 .
Suatu keadaan dimana suatu amandemen telah dilakukan tanpa persetujuan suatu
anggota atau sebuah amandemen yang telah disetujui oleh suatu anggota yang tidak
terjadi, tidak bisa diinterpretasikan sebagai suatu perubahan mendasar dari keadaan

yang dapat menjustifikasi suatu pihak untuk dilepaskan dari keanggotaan.®?

Perubahan fundamental dari keadaan ini berarti bahwa kewajiban-kewajiban yang
ditetapkan di dalam perjanjian internasional yang bersangkutan membahayakan
keberadaan anggota yang menghendaki penarikan diri tersebut di dalam organisasi
internasional tersebut. Namun, secara umum diakui bahwa ketentuan ini harus
ditafsirkan secara terbatas, sebab jika tidak, maka akan menghilangkan kepastian
hukum minimum yang diperlukan untuk implementasi perjanjian yang tepat.
Khususnya bagi perjanjian yang merupakan konstitusi organisasi internasional.
Berbeda dengan perjanjian lain, konstitusi organisasi internasional memiliki
kebijakan membentuk organ, dengan tujuan utama untuk memungkinkan organisasi

menanggapi secara efektif kebutuhan dan perkembangan negara anggota.®

Kasus Penarikan Diri Indonesia dari Keanggotaan PBB
Melalui surat tertanggal 20 Januari 1965, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar
Negeri Indonesia menginformasikan kepada Sekjen PBB bahwa pemerintah

Indonesia, dengan pertimbangan yang saksama, telah mengambil keputusan untuk

% Ibid.
% |bid.
% Henry G Schermers and Niels M Blokker, op.cit, him. 109.
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menarik diri dari keanggotaan PBB. Penarikan diri Indonesia dari PBB dilakukan

sebagai protes atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan.%

Sebulan setelahnya, pada tanggal 26 Februari 1965, Sekretaris Jenderal PBB
memberikan tanggapan atas diterimanya surat dari Indonesia. Menurut Sekjen
PBB, tindakan penarikan diri yang dilakukan oleh Indonesia, menimbulkan situasi
seperti yang dijelaskan dalam pasal 56 VCLT, dimana tidak ada ketentuan tegas
yang dibuat dalam piagam untuk mengakhiri perjanjian oleh negara secara sepihak.
Namun perlu diingat, bahwa konferensi san fransisco mengadopsi sebuah deklarasi
yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sehingga, tindak lanjut dari masalah ini,
diserahkan Sekretaris Jenderal PBB pada Dewan Keamanan PBB dan Majelis
Umum PBB, dua badan yang memiliki kompetensi terhadap masalah keanggotaan
di PBB. Selain itu terhadap peristiwa ini juga disebarluaskan langsung ke semua

pemerintah negara anggota yang menandatangani instrumen pokok PBB.%

PBB mengikuti/
mengadopsi
Indonesia ] perjanjian terkait.
menginformasi- Secretary Menyerahkan
kan Secretary General penyelesaian
_General, menerima kepada organ
niatnya untuk pemberitahuan keaanggotaan
menarik diri dan merespon. Mengadakan PBB.
dari PBB. konsultasi dengan
L anggota lain -
organisasi.

Bagan 2.1. Alur Penarikan Diri Indonesia dari PBB

Indonesia tidak diperlakukan sebagai anggota selama periode penarikannya. Pada
tanggal 1 Maret 1965, Sekretariat mengambil suatu tindakan administratif, yakni
penghilangan plat nama dan bendera Indonesia. Selain itu, Indonesia juga tidak

dimasukkan dalam skala penilaian Majelis Umum yang digunakan untuk

% Egon Schwelb. Withdrawal from the United Nations the Indonesian Intermezzo, (Am. J. Int'l L.
61: 1967), him. 665-666.
% |bid.
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menghitung kontribusi negara anggota untuk anggaran PBB dan tidak lagi terdaftar

sebagai anggota organ PBB.%

Pemerintah Britania Raya (UK) menyikapi situasi ini dengan secara resmi
mengrimkan surat kepada Sekretaris Jenderal, tertanggal 8 Maret 1965. UK
menyatakan pandangannya bahwa pemilihan Malaysia sebagai salah satu anggota
Dewan Keamanan bukanlah merupakan suatu keadaan yang begitu luar biasa yang
dapat membenarkan (menjustifikasi) tindakan Pemerintah Indonesia untuk menarik
diri dari Organisasi. Kemudian, UK menambahkan, bahwa Negara yang telah
menyatakan niat untuk mundur dari Organisasi akan tetap terikat untuk mematuhi
prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 2 Piagam terkait dengan

pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.®’

Tetapi ketika Indonesia berusaha pada bulan September 1966 untuk melanjutkan
kerja sama penuh dengan PBB dan untuk melanjutkan partisipasi dalam
kegiatannya (to resume full co-operation with the United Nations and to resume
participation in its activities), Indonesia tidak diharuskan untuk mengajukan
permohonan keanggotaan kembali (readmission) ketika kembali pada tahun 1966.
Bahkan, Presiden Majelis Umum mengumumkan pada sidang paripurna
menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menganggap ketidakhadirannya dari
Organisasi tidak didasarkan pada penarikan diri dari PBB tetapi didasarkan pada

penghentian kerja sama (cessation of cooperation).

Respon yang diambil oleh PBB mengenai masalah ini sejalan dengan pandangan
Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh the President of the 21st General
Assembly yang memberikan pernyataan bahwa absen nya Indonesia bukanlah
merupakan suatu penarikan diri dari PBB melainkan lebih merupakan suatu
penagguhan sementara kerjasama. Presiden Majelis Umum kemudian menyatakan
bahwa kecuali ada keberatan dari para pihak dalam perjanjian, PBB akan

menganggap bahwa adalah kehendak anggota bahwa Indonesia harus melanjutkan

% Ibid. him 668
%7 1bid. him 667.
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partisipasi penuh dalam kegiatan PBB. Tidak ada keberatan atas interpretasi ini dan
Indonesia setuju untuk memenuhi kewajiban keuangannya setelah Indonesia

kembali melanjutkan partisipasinya dalam organisasi dunia tersebut.

Indonesia telah melanggar kewajiban perjanjiannya tetapi tidak ada tindakan
hukum yang diambil terhadapnya. Cara praktis dalam menangani kembalinya
Indonesia, yang menghindari negara tersebut harus mengajukan kembali
keanggotaan adalah karena tidak ada penerimaan yang tegas atas legalitas
penarikan tersebut. Keputusan ini sebenarnya tidak pernah diterima secara resmi
oleh PBB dan belum ada presedennya sejak organisasi internasional ini berdiri.
Oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum, masalah keluarnya Indonesia tidak
ditempatkan dalam agenda sidangnya, atau dipertimbangkan oleh salah satu organ
keanggotaan tersebut. Sekjen PBB juga membatasi pernyataan mereka tentang surat
Indonesia dengan mengatakan bahwa tindakan Indonesia sudah dicatat. Dalam
kasus penarikan diri ini, PBB seperti tidak ingin mempersulit situasi dengan
menegaskan bahwa tidak hadirnya Indonesia dalam kegiatan-kegiatan PBB bukan
didasarkan atas penarikan diri melainkan sebagai penangguhan sementara, dan
karena itu mempersilahkan Indonesia untuk aktif kembali. Sebagai bukti bahwa
tidak keluar dari PBB, Indonesia tetap membayar sebagian dari kontribusi
keuangannya kepada organisasi PBB.

Berdasarkan praktek negara-negara, belum ada negara yang benar-benar keluar dari
organisasi internasional. Negara yang menarik diri dari organisasi internasional,
dalam prakteknya, segera bergabung kembali dengan organisasi, mengakui dan
menyetujui tindakan mereka sebagai “penangguhan sementara partisipasi” dalam
organisasi. Organisasi Internasional pun dalam prakteknya tidak mengakui
tindakan penarikan yang dilakukan negara-negara anggotanya dan terhadap negara-
negara yang menyatakan diri keluar, hanya diharuskan membayar sebagian dari
iuran yang diberikan kepada negara tersebut selama ketidakhadirannya dalam

kegiatan organisasi.
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Kovenan Liga Bangsa-Bangsa berisi klausul penarikan diri. Penyisipan klausul
tersebut adalah hasil dari diskusi yang berlangsung tentang apakah penarikan akan
sah jika tidak ada klausul yang mengaturnya. Meskipun terdapat ketentuan untuk
penarikan, efektivitas penarikan tersebut dibuat tergantung pada pemenuhan
kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya oleh anggota berdasarkan Kovenan dan

hukum internasional.

Dalam Piagam PBB, klausul penarikan tidak dimasukkan dalam Piagam, tetapi ada
upaya untuk membahas apakah penarikan akan sah jika tidak ada klausul yang
mengaturnya. Komite terkait kemudian menyatakan pandangannya tentang
kemungkinan tersebut dalam PBB melalui deklarasi interpretatif. Pernyataan ini
diterima oleh negara-negara dalam sidang paripurna konferensi, dan negara-negara
peserta menganggap pernyataan itu mengikat negara seperti ketentuan dalam

piagam itu sendiri.

Melihat dari prakteknya, Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang
pernah keluar dari PBB. Cukup jelas bahwa keadaan Indonesia tidak termasuk
dalam jenis pertimbangan yang dimaksud dalam pernyataan deklarasi interpretatif.
Seperti yang dinyatakan delegasi UK, alasan Indonesia untuk menarik diri
dikarenakan terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap dari Dewan
Keamanan bukanlah merupakan alasan yang tergolong sebagai keadaan istimewa
(exceptional circumstances) yang dapat menjustifikasi penarikan diri dari PBB.
Anggota PBB memiliki hak untuk menarik diri dari organisasi hanya dalam
keadaan luar biasa (exceptional circumstances) yang ditetapkan dalam deklarasi
interpretatif. Penarikan diri selain keadaan luar biasa tidak diperbolehkan dan

merupakan pelanggaran kewajiban internasional anggota tersebut.

Dalam Konstitusi WHO, dari praktik penerimaan keanggotaan AS, dapat
disimpulkan bahwa, menurut interpretasi Konstitusi WHO, penarikan sepihak tidak
diizinkan kecuali terhadap hak tersebut disetujui oleh reservasi tertentu. Terhadap
praktik yang dilakukan Negara-negara Eropa Timur dan China, mereka menarik

diri tanpa reservasi apapun dalam penerimaan keanggotaan mereka. Akibatnya,
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tindakan penarikan tersebut dianggap sebagai ketidakhadiran sementara karena
negara-negara yang mundur kemudian masuk kembali sebagai anggota. Namun
demikian, penarikan ini memberikan bukti bahwa beberapa Negara menganggap
diri mereka bebas untuk menarik diri meskipun tidak ada ketentuan yang jelas

dalam perjanjian konstitusional organisasi yang bersangkutan.

Ketika suatu Negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penarikan
diri dari organisasi yang lahir dari hak yang diberikan kepadanya dalam instrumen
pokok organisasi yang bersangkutan, tindakannya tidak hanya akan sah secara
hukum dan efektif, sehingga negara tersebut tidak lagi harus tunduk pada kewajiban
keanggotaan, tetapi juga dengan impunitas. Jika tidak ada hak tersebut,
penarikannya akan menjadi tidak efektif, tidak sah dan dapat disertai dengan sanksi,
seperti membayar sebagian dari kontribusi keuangannya kepada organisasi. Praktik
Negara dan pandangan penulis yang beragam telah berkontribusi untuk melihat
kondisi yang terjadi dan respon organisasi internasional terhadap percobaan
penarikan diri yang dilakukan anggotanya. Inti dari semua pertimbangan ini adalah
bahwa negara yang memutuskan untuk menarik diri secara sepihak bertindak
melawan hukum internasional kecuali jika dapat meminta pembenaran lain untuk

melakukannya.

D. European Union (EU) sebagai Organisasi Internasional Regional

European Union (EU) merupakan organisasi internasional yang keanggotaannya
terbatas pada negara-negara di kawasan Eropa.®® Treaty of Paris, perjanjian yang
membentuk institusi European Coal and Steel Community (ECSC) pada tahun 1951
dan serangkaian perjanjian internasional lebih lanjut dan revisi perjanjian-

perjanjian EU pada awalnya, akhirnya mengarah pada pembentukan EU saat ini.*®

% Anggota EU saat ini terdiri dari Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko,
Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania,
Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan
Swedia. Britania Raya (UK), yang pernah menjadi anggota pendiri EU, memutuskan keluar dengan
menarik diri dari organisasi pada tahun 2020.

% Mariya Riekkinen, op.cit, him. 32.
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Pada tahun 1951 pemimpin dari enam negara di Eropa —Belgia, Perancis, Italia,
Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat— menandatangani Treaty of Paris
(selanjutnya disebut Perjanjian Paris), perjanjian pembentukan European Coal and
Steel Community (ECSC) atau Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa. Industri ini
dipilih karena kedua komoditas tersebut sangat diperlukan dalam peperangan,
sehingga integrasi dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan negara-negara
anggota saling berperang. ECSC menciptakan area perdagangan bebas untuk
beberapa sumber daya utama di bidang ekonomi dan militer.

Konferensi antarpemerintah keenam anggota ECSC selanjutnya berfokus pada
kesatuan ekonomi, dengan ditandatanganinya Treaty of Rome (selanjutnya disebut
Perjanjian Roma), pada 25 Maret 1957 yang menjadi dasar pendirian dua institusi
baru yang dibuat secara terpisah dengan ECSC. European Atomic Energy
Community (Euratom) dirancang sebagai komunitas untuk memfasilitasi kerja sama
dalam pengembangan, penelitian dan pemanfaatan energi atom dan European
Economic Community (EEC), komunitas yang bertujuan memperkenalkan integrasi
ekonomi, dengan menciptakan pasar bersama, dimana keuntungan, masyarakat EU,

pelayanan dan kekayaan dapat bersirkulasi dengan bebas. 1%

Integrasi Eropa bergerak selangkah lebih maju ketika ditandatanganinya Treaty on
European Union yang dikenal sebagai Treaty of Maastricht (selanjutnya disebut
Perjanjian Maastricht) pada tanggal 7 Februari 1992. Perjanjian ini menghapus kata
economic dari nama resmi Perjanjian Roma, mengubah EEC menjadi European
Communities (EC) atau EU yang baru. Perjanjian tersebut mengidentifikasi lima
tujuan yang dirancang untuk menyatukan Eropa, lebih dari sekadar integrasi
ekonomi. Perubahan itu untuk memperluas kerja badan supranasional yang
didasarkan pada tiga “pilar” yaitu: (a) Pilar Ekonomi, berdasarkan pasar tunggal
Eropa menuju Uni Ekonomi dan Moneter, memberikan lebih banyak kekuatan
untuk Parlemen Eropa dalam bidang ekonomi/ the European Communities (EC) ;

(b) Pilar Politik, berlandaskan pada kebijakan di bidang Politik Luar Negeri dan

100 Matthew J. Gabel, European Union Encyclopedia Britannica January 31, 2020 Diakses dari:
https://www.britannica.com/topic/European-Union.
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Keamanan Bersama/ Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan; (c) Pilar
Sosial-Hukum, menyangkut keterlibatan dalam urusan dalam negeri negara

anggota. / Justice and Home Affairs (JHA).

Selanjutnya pada 13 Desember 2007, ditandatangani Treaty of Lisbon (selanjutnya
disebut Perjanjian Lisbon), sebuah perjanjian yang mengamandemen dua konstitusi
terdahulu EU, Treaty on European Union (Perjanjian Maastricht 1992) dan Treaty
establishing the European Community (Perjanjian Roma 1957). Dua perjanjian
tersebut kemuudian saat ini tergabung dalam Consolidated Texts of The EU
Treaties as Amended by The Treaty of Lisbon, yang terdiri dari Treaty on European
Union 2007 (TEU) dan Treaty on the Functioning of the European Union 2007
(TFEU).

Selain perubahan nama, Perjanjian Lisbon juga memberikan perubahan yang
signifikan dalam struktur kepengurusan dan supremasi hukum EU, dalam sistem
lembaganya dan dalam pengaturan kewajiban pembuatan keputusan. Perjanjian
baru ini dikenal sebagai Perjanjian Reformasi 2007 dan dianggap sebagai awal dari
reformasi yang signifikan. Perjanjian Lisbon memperkenalkan banyak inovasi.
Perubahan paling penting setelah berlakunya Perjanjian Lisbon, adalah Perjanjian
tersebut mengatur ketentuan tentang status hukum EU. 1%

Perjanjian Lisbon juga menyederhanakan struktur internal EU dengan
menghapuskan konsep tiga pilar, menghilangkan ambiguitas istilah "European
Community" dengan menggantikan semua referensi Komunitas Eropa secara resmi
menjadi “European Union” (EU) dan memperkenalkan “nilai-nilai Persatuan” EU
dalam pasal 2 perjanjian konstitutif. Nilai-nilai ini adalah moral and ethical
principles of the European, and indeed global civilization. Semua Negara anggota
EU harus menghormati dan mengikuti perjanjian; persyaratan yang sama berlaku
untuk semua Negara yang baru bergabung dengan EU. Sanksi juga diberikan dalam
bentuk penangguhan hak-hak tertentu dalam keanggotaan EU jika tidak

menghormati nilai-nilai tersebut. Inovasi lain yang lahir dari Perjanjian Lisbon

101 Mariya Riekkinen, op.cit, him. 31.
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adalah untuk pertama kalinya hak negara untuk keluar secara bebas dari struktur
EU diakui.1%?

1. Personalitas Hukum dan Instrumen Pokok EU

Kehadiran Perjanjian Lisbon, sebagai instrumen pokok EU yang baru semakin
menerangkan personalitas yuridik dari EU lewat pasal 47 TEU'® yang berbunyi
“The Union shall have legal personality”.*** Selain itu, perjanjian yang sama
menetapkan bahwa EU memiliki kemungkinan untuk menyelesaikan perjanjian
internasional dengan negara ketiga atau organisasi internasional lainnya, memiliki
hak dan dapat memikul kewajiban internasional, dapat mengeluarkan klaim dan
menuntut kompensasi sesuai dengan aturan hukum internasional, dapat menjalin
hubungan diplomatik dan dapat memiliki hak istimewa dan kekebalan sehubungan

dengan yurisdiksi nasional.

Personalitas hukum EU juga dapat dilihat dari tujuan EU yang memiliki dimensi
regional dan internasional. Menurut perjanjian tersebut, EU memiliki beberapa
tujuan universal seperti perdamaian, keamanan dan pembangunan berkelanjutan,
keadilan dan perlindungan sosial, dan kebebasan,® serta tujuan regional seperti
pembangunan Eropa melalui pembentukan pasar bersama internal. Berdasarkan
tujuan ini, dapat dikatakan bahwa fungsi utama EU adalah untuk membuat dan
mengimplementasikan hukum yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial
dari negara-negara anggota, yang memantau implementasi dan kepatuhan terhadap

perjanjian untuk meningkatkan kerja sama di antara para anggotanya.

Dengan demikian, EU memenuhi semua persyaratan subjek hukum, yaitu anggota

EU adalah negara, didirikan atas kehendak dan persetujuan negara-negara yang

102 |bid, him 32.

103 pasal 47 TEU secara eksplisit mengakui legal personality EU, menjadikannya sebagai entitas
independen dengan haknya sendiri.

104 Treaty of Lisbon. Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the
European Community, (Official Journal of the European Union, Volume 50: 2007), him. 40.

105 Tertera dalam pasal 3 ayat (5) TEU.
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dinyatakan dalam sebuah perjanjian, dan EU memiliki struktur kelembagaannya
sendiri dan kepribadian hukum internasionalnya sendiri, yang berbeda dari negara-

negara yang membuatnya.

2. Mekanisme Pembentukan Hukum dan Kelembagaan EU

The Treaties of the European Union merupakan instrumen pokok EU yang
menetapkan dasar konstitusional EU dan melandasi beroperasinya sistem hukum di
negara-negara anggota EU. Instrumen pokok tersebut terdiri dua perjanjian
fungsional inti, Treaty on European Union (ditandatangani di Maastricht pada
tahun 1992, alias The Maastricht Treaty) dan Treaty on the Functioning of the
European Union (ditandatangani di Roma pada tahun 1957 sebagai Perjanjian yang
mendirikan EEC, alias The Treaty of Rome), yang menjabarkan bagaimana EU

beroperasi.

Instrumen pokok tersebut mendirikan berbagai lembaga EU bersama dengan
kewenangan, prosedur, dan tujuan pembentukan organisasi tersebut. Perjanjian-
perjanjian EU yang terdahulu hingga perjanjian Perjanjian Lisbon menghimpun
berbagi peraturan dan asas yang selain rnengatur mengenai pernbentukan sebuah
ekonomi regional juga turut mernbentuk struktur institusional dan sistem hukum
sui  generis!®. Susunan institusi-institusi ini bertugas menegakkan dan

memperlancar sistem hukum regional EU.

Hukum EU memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung (direct or indirect
effect) pada hukum Negara anggotanya dan menjadi bagian dari sistem hukum
setiap Negara anggota. Tatanan hukum (legal order) di EU dibagi menjadi undang-
undang primer (Perjanjian dan prinsip-prinsip hukum umum), undang-undang

sekunder (berdasarkan Perjanjian) dan hukum tambahan.

Prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas mengatur pelaksanaan kompetensi EU.

Di area di mana EU tidak memiliki kompetensi eksklusif, prinsip subsidiaritas

106 Sui generis merupakan bahasa latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri.
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berusaha untuk melindungi kemampuan Negara anggota untuk mengambil
keputusan dan tindakan dan mengesahkan intervensi oleh EU ketika tujuan dari
suatu tindakan tidak dapat dicapai secara memadai oleh anggota, tetapi dapat lebih
baik dicapai di tingkat organisasi. Prinsip subsidiaritas berkaitan erat dengan
prinsip proporsionalitas, yang mensyaratkan bahwa tindakan apa pun oleh EU tidak
boleh melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan Perjanjian.’®’ EU

juga mempengaruhi kebijakan domestik dan politik negara anggotanya.

EU mengklasifikasikan perjanjiannya dari kompetensinya membuat tindakan dan
keputusan dibawah principle of conferral yang diberikan padanya melalui
perjanjian pendirian organisasi.'® Kompetensi tersebut mempengaruhi cara dan
prosedur bagi EU untuk membuat kesepakatan dengan pihak lain di luar EU.
Kompetensi tersebut terbagi atas; Exclusive competences, Shared competences, dan

Concurrent competences.

Exclusive competences atau Kompetensi eksklusif (Pasal 3 TFEU) adalah dimana
dalam membuat perjanjian, EU sendiri yang memiliki kekuatan untuk bernegosiasi
dan membuatnya dengan pihak ketiga. Kompetensi ini menghasilkan perjanjian
yang disepakati hanya oleh EU (EU only agreements); Shared competences atau
Kompetensi bersama (Pasal 4 TFEU) ketika negara anggota EU diberi hak
menjalankan kompetensi mereka sendiri membuat kesepakatan yang mengikat

secara hukum dengan pihak ketiga bersama dengan EU.

Terakhir, Concurrent competences atau Kompetensi serentak (Pasal 5 dan 6 TFEU)
terdiri dari supporting competences (Kompetensi pendukung) ketika intervensi EU
hanya dalam area mendukung, mengoordinasikan, atau melengkapi tindakan negara

anggota EU dan Special competences dimana EU memiliki pengaturan yang

107 Dasar hukum Pasal 5 (3) Traktat tentang EU (TEU) dan Protokol (No 2) tentang penerapan
prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas.

108 pasal 5 Treaty on European Union menyatakan: “...EU acts only within the limits of the
competences that EU countries have conferred upon it in the Treaties. These competences are
defined in Articles 2-6 of the Treaty on the Functioning of the EU. Competences not conferred on
the EU by the Treaties thus remain with EU countries.”
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memastikan negara anggota EU mengoordinasikan kebijakan ekonomi, sosial dan

ketenagakerjaan mereka di tingkat EU.

Setiap perjanjian internasional yang mencakup shared competences dan concurrent
competences, maka perjanjian tersebut termasuk kategori Mixed agreement atau
perjanjian campuran. Mixed agreement kemudian diklasifikasikan lagi secara
khusus. Concurrent competences termasuk dalam jenis Bilateral mixed agreement
yaitu perjanjian dengan pihak ketiga dari hukum internasional dimana EU dan
negara anggota dianggap sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Sedangkan
shared competences termasuk dalam jenis Multilateral mixed agreement dimana
EU, Negara anggota, dan pihak ketiga memiliki kompetensi masing-masing, sebab
negara anggota EU sudah membuat perjanjian dengan pihak ketiga tanpa campur
tangan EU. Mixed agreement harus diratifikasi secara terpisah oleh Negara anggota
EU. Sekitar seperempat perjanjian internasional EU telah diklasifikasikan sebagai
perjanjian campuran karena mencakup kompetensi yang dimiliki bersama oleh EU

dan Negara anggota.'®®

Tabel 2.2. Jenis Perjanjian berdasarkan Kompetensi EU

Pembagian Kompetensi EU
Eu-only agreement Bilateral dan Multilateral Mixed agreement
Exclusive Sharec _Conourent competence
competence competence (pasal cor%%etenges cgmpetences
(pasal 3 TFEU) 4 TFEV) (pasal 6 TFEU) | (pasal 5 TFEU)

Sumber: Olahan sendiri dari berbagai sumber

EU dipandang sebagai entitas supranasional karena prosedur pengambilan
keputusan dan lembaga atau institusi yang dimilikinya.’'® Supranasionalisme
sebagai bentuk organisasi politik berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil

organisasi berada di luar tingkat pemerintahan nasional, yaitu, tidak ada perwakilan

109 | aura Puccio. Briefing A Guide to EU Procedures for the Conclusion of International Trade
Agreements, (European Parliament Think Tank October: 2016), hlm. 10. Diakses dari:
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593489/EPRS_BRI1(2016)593489 E
N.pdf).

10 Future Learn. Power in the EU: the supranational thesis, (University of Groningen, 2013).
Diakses dari: https://www.futurelearn.com/info/courses/european-culture/0/steps/23521.
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nasional yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam EU. Elemen

supranasional dari EU:!

a.

EU adalah badan hukum yang independen dari negara-negara anggotanya.
TEU sebagai instrumen pokok memberikan personalitas hukum penuh kepada
EU, sehingga EU memperoleh kemampuan untuk menandatangani perjanjian
internasional dan bergabung dengan organisasi internasional in the areas of its
attributed powers.!!2

Organ EU - the Commission, the Court, and the Parliament - mewakili EU
secara keseluruhan.t3

EU memiliki tiga lembaga utama, Dewan EU mewakili kepentingan Negara
EU, Komisi EU mewakili kepentingan komunitas EU, Parlemen Eropa
mewakili kepentingan rakyat dari Negara anggota EU. Segitiga kelembagaan
tersebut adalah yang menghasilkan kebijakan dan undang undang yang berlaku
di seluruh EU. Ketiga organ EU memiliki kewenangan penuh untuk mengatur
pelaksanaan dari berbagai perjanjian EU terlepas dari kepentingan dan
kehendak Negara-negara anggota. Dengan kata lain, organ-organ EU
melaksanakan kewenangan dalam kerangka kerja komunitas EU sebagai suatu
komunitas dan tidak lagi sebagai suatu forum antar Negara. Hal ini mengingat
filosofi dasar keberlakukan institusional EU yaitu organ-organ EU telah
menerima limpahan kedaulatan dari Negara-negara anggota yang berdasarkan
berbagai traktat perjanjian EU untuk melepas sebagian kedaulatan mereka
dalam regulasi di beberapa bidang.

Lembaga EU membuat keputusan yang mengikat di sejumlah bidang kebijakan
tertentu untuk membuat tatanan hukum bagi EU agar dapat mencapai tujuan

yang ditetapkan dalam Perjanjian.

11 bid.

112

Fact Sheets on the European Union. The Treaty of Lisbon, Diakses dari:

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon.

113 Secara filosofis, Dewan EU mewakili kepentingan Negara EU, Komisi EU mewakili kepentingan
komunitas EU, Parlemen Eropa mewakili kepentingan rakyat dari negara anggota EU dan
Mahkamah EU merupakan benteng prinsip Negara hukum.
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3. Keanggotaan EU

Aksesi ke EU tunduk pada kriteria yang ketat dengan parameter spesifik dan
komprehensif, negosiasi yang sulit, dan proses penyaringan yang menyeluruh.
Negara pemohon harus memenuhi Kriteria berikut: (a) secara geografis berada di
Eropa; (b) memiliki penghormatan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi
yang diatur dalam Pasal 2 TEU; (c) suatu bangsa yang menjamin demokrasi,
supremasi hukum, hak asasi manusia dan memiliki penghormatan perlindungan
minoritas; (d) ekonomi pasar yang berfungsi; dan (e) kemampuan untuk mengambil
dan melaksanakan secara efektif kewajiban keanggotaan. Anggota baru dapat
bergabung, jika mereka setuju untuk bermain sesuai aturan organisasi, dan anggota
yang ada dapat keluar sesuai dengan “own constitutional requirements”. Pada
prinsipnya, perjanjian EU adalah seperti perjanjian internasional lainnya, yang
biasanya akan ditafsirkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikodifikasi oleh
Konvensi Wina 1969.1%4

Negara pemohon harus diberikan status kandidat sebelum dapat melanjutkan
negosiasi dengan negara anggota EU lainnya, dengan fokus pembahasan pada
kemampuan dan komitmen negara kandidat untuk mengimplementasikan hukum
EU. Berjalan secara paralel dengan negosiasi adalah proses penyaringan yang
dipantau oleh Komisi Eropa untuk memverifikasi apakah undang-undang EU telah
diubah menjadi undang-undang negara kandidat. Sebagai hasil dari negosiasi,
perjanjian aksesi harus disetujui dengan suara bulat oleh Dewan EU dengan
persetujuan Parlemen Eropa. Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani dan

diratifikasi oleh masing-masing negara EU dan oleh negara aksesi.

Satu dari empat kebebasan (four freedoms) di EU, yakni free movement of persons
di mana warga EU dapat melakukan perjalanan, tinggal, bekerja, dan belajar di

negara anggota EU mana pun, apa pun kebangsaannya. Semua warga negara UE

114 Hal ini disebutkan di dalam Pasal 5 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 yang
berbunyi: “The present Convention applies to any treaty which is the constituent instrument of an
international organization and to any treaty adopted within an international organization without
prejudice to any relevant rules of the organization.”
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diperlakukan dengan hak yang sama di seluruh negara anggota EU dalam hal hak
politik, perlindungan hak asasi manusia, tunjangan kesejahteraan sosial, dan

layanan lembaga EU.

E. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai Organisasi
Internasional Regional

Sebagaimana diketahui salah satu ciri pokok hubungan internasional sesudah tahun
1945 adalah menjamurnya negara-negara baru setelah membebaskan diri dari
kekuasaan kolonial.*> Perang dingin antara Amerika Serikat (USA) dengan Uni
Soviet (USSR) yang terjadi di tahun 1960-an menjadi salah satu faktor pendorong
berdirinya kerjasama regional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),
untuk membendung komunisme di wilayah Asia tenggara.'*® ASEAN diharapkan
mampu menstabilkan wilayah regional dari perang dan ketidakpastian politis,
dengan kata lain ASEAN bertujuan untuk menegakkan cita-cita perdamaian,

kebebasan, keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi melalui kerja sarna.'’

Sejak tahun 1947, Negara-negara Asia Tenggara telah memulai berbagai inisiatif
untuk membentuk kerjasama regional. Diawali pada tahun 1963, dimana
ketegangan situasi politik mendorong Filipina, Indonesia dan Malaysia membentuk
organisasi regional yang dinamakan Maphilindo, namun organisasi tersebut gagal.
Maphilindo memberikan pelajaran bagi pembentukan ASEAN oleh lima negara
anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang pada
akhirnya terwujud pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan Deklarasi
ASEAN. Deklarasi tersebut merupakan dokumen yang pendek yang hanya
mengandung lima pasal. Dokumen tersebut mendeklarasikan terbentuknya asosiasi

kerjasama regional di antara negara-negara Asia Tenggara yang dikenal dengan

115 Bayu Sujadmiko. Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi
terhadap kemerdekaan Kosovo). (Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 6.1: 2012), him. 181. Diakses
dari: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6nol.344

116 |_ogeffelholz, Martin and Danilo A. Arao. The Asean Guide a Journalist's Handbook to Regional
Integration in Southeast ASIA, (GIZ International for Journalism, 2010), him. 38.

17 Ariadno, Melda Kamil, et al. Pembangunan Bertahap Sistem Hukum Komunitas Asean, (Jurnal
Hukum & Pembangunan 42.4, 2012), him. 550-581.
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sebutan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan dalam dokumen
tersebut juga diuraikan mengenai maksud dan tujuan dari ASEAN. Maksud dan
tujuan tersebut adalah mengenai kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan,
teknis, pendidikan, dan bidang lainnya, dan dalam mempromosikan kedamaian dan
stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum
dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Deklarasi tersebut juga
menyatakan bahwa ASEAN terbuka bagi partisipasi semua negara di wilayah Asia
Tenggara yang turut dalam maksud, tujuan, dan prinsip-prinsipnya.!8

Selama perkembangannya, anggota ASEAN mulai mencari cara untuk memperluas

spektrum proses integrasi mereka melalui pengembangan komunitas. Hingga pada

Bali Summit 2003, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk membangun

komunitas tiga pilar:

a. The ASEAN Political-Security Community, ditujukan untuk mempercepat
kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di
kawasan dan di skala internasional.

b. The ASEAN Economic Community bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal
dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi,
tenaga kerja terampil, dan perpindahan barang modal yang menciptakan
kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi.

c. The ASEAN Socio-Cultural Community, bertujuan untuk mempersatukan
masyarakat ASEAN dengan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di
bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan
masyarakat. Dalam memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup.*®

Selama kurang lebih 40 tahun setelah berdirinya ASEAN, Deklarasi Bangkok
merupakan dasar hukum bagi eksistensi ASEAN. Deklarasi Bangkok bersifat

18 hid.
119 | aurence Vandewalle. ASEAN: Challenges ahead, (Directorate-General For External Policies
Policy Department, In-Depth Analysis Eu: 2014). Diakses dari:

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536426/EXPO_IDA(2014)536426 _E
N.pdf
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ringkas, renggang (loose), serta kurang mencerminkan suatu landasan yang kokoh
bagi organisasi internasional yang telah bertahan untuk jangka waktu yang terbilang
lama. Deklarasi Bangkok berisikan lima paragraf mengenai pembentukan, prinsip,
tujuan, dan organ internal ASEAN. Hal-hal yang umum atau belum diatur dalam
Deklarasi Bangkok diatur melalui perjanjian atau protokol yang terpisah. Sifat
renggang daripada ASEAN sebagai organisasi internasional dapat diketahui dari
pidato Rodolfo Severino pada tahun 1998. Dalam pidato tersebut, Severino
menjelaskan menjelaskan bahwa ASEAN tidak pernah diarahkan untuk menjadi
entitas supranasional yang dapat bertindak secara independen dari para anggotanya.
ASEAN menggunakan sarana deklarasi sebagai dasar pembentukannya mewakili
soft regionalism karena tujuan pembentukan ASEAN adalah kerja sama
(cooperation) kawasan tanpa integrasi.

ASEAN memenuhi konsep informal integration'?® dimana ASEAN awalnya
merupakan institusi regional yang merupakan hasil resolusi atau tepatnya
manajemen konflik regional, sehingga bentuk institusinya sangatlah state cetric dan
informal. Dokumen pendiriannya pun hanya sebuah pernyataan bersama (Deklarasi
Bangkok) dan bukan sebuah traktat yang mengikat, meskipun dalam perjalanannya,
Piagam ASEAN (ASEAN Charter) mengubah ASEAN dari organisasi yang
longgar (loose association) menjadi organisasi yang berdasarkan hukum (rules
based organization). Karakteristik De facto regionalization dari ASEAN dilihat
dari driving force behind it, yaitu tidak didorong oleh kebijakan atau hukum

bersama, namun oleh pertumbuhan perdagangan intra-regional.

Sejak awal terbentuknya, kerangka kerjasama regional ASEAN sejak Deklarasi
Bangkok sampai dengan ASEAN Charter selalu menegaskan bahwa ASEAN
sangat menghargai kedaulatan anggotanya yang termanifestasi dalam prinsip non-
interference. Prinsip ini menyatakan bahwa ASEAN termasuk anggota-anggotanya

tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah internal yang dihadapi oleh

120 Mengacu pada pola interaksi dan pertukaran yang dipicu oleh kerangka formal dan diperkuat
oleh dinamika pasar.
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salah satu negara anggota. Prinsip non-interference, berarti tidak boleh ada
intervensi dalam urusan domestik, menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap
kedaulatan negara. Pola pelembagaan di ASEAN terlihat sesuai dengan
intergovernmentalism. Preferensi negara telah mendorong kerja sama di kawasan

untuk mendorong pembangunan ekonomi, sekaligus melindungi kedaulatan negara.

Intergovernmentalism telah menjadi prinsip yang mendasari ASEAN. Negara
anggota ASEAN berusaha untuk mengejar integrasi regional hanya jika tujuan
integrasi regional sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Karena, pada
dasarnya ASEAN dibentuk untuk memberikan suatu cara yang sistematis bagi para
pimimpin negara-negara anggota ASEAN untuk berkumpul dan berdialog secara
reguler mengenai masalah-masalah yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Dan
karena itu pula, kegiatan dasarnya merupakan pertemuan-pertemuan yang diadakan
setiap tahunnya, seperti ASEAN Summit dan Ministerial Meetings, ASEAN
merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk lebih untuk tujuan sosial
dibandingkan untuk tujuan melakukan tindakan-tindakan.

1. Personalitas Hukum dan Instrumen pokok ASEAN

ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional memperoleh personalitas
hukumnya berdasarkan “Will Theory”, yaitu sebuah teori yang menyatakan bahwa
personalitas hukum dari sebuah organisasi internasional diberikan berdasarkan
kehendak para pendirinya. Adanya will theory dalam ASEAN dapat dilihat dari
bunyi Pasal 3 Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa ASEAN sebagai sebuah

organisasi antar pemerintah dengan ini diberikan status hukum.*?

Deklarasi Bangkok yang membentuk ASEAN pada tahun 1967 pada dasarnya tidak
memiliki dasar kekuatan yang mengikat.?? Kekuatan mengikat organisasi ini pada

awalnya hanyalah berdasarkan kesadaran dan semangat para pihak untuk

121 Simon Chesterman. Does ASEAN Exist? (SYBIL 12, 2008), him. 202.
122 pamos Dumoli Agusman. Op. cit., him. 38.
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membentuk suatu kerjasama regional. ASEAN tetap berjalan tanpa adanya suatu
struktur pemerintahan regional atau sistem pengadilan yang dapat memaksa negara-
negara anggota untuk mematuhi perjanjian internasional yang dibuatnya, dan juga
tidak memiliki cara untuk menghukum para negara yang tidak mematuhi perjanjian
yang telah dibuatnya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya ASEAN dibentuk untuk
memberikan suatu cara yang sistematis bagi para pemimpin negara-negara anggota
ASEAN untuk berkumpul dan berdialog secara reguler mengenai masalah-masalah
yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Dan karena itu pula, kegiatan dasarnya
merupakan pertemuan-pertemuan yang diadakan setiap tahunnya, seperti ASEAN
Summit dan Ministerial Meetings, ASEAN merupakan suatu organisasi
internasional yang dibentuk lebih untuk tujuan sosial dibandingkan untuk tujuan
melakukan tindakan-tindakan.

Penetapan ASEAN Charter (Piagam ASEAN) sebagai statuta dasar ASEAN
menggantikan Deklarasi ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008 di Thailand pada
saat pertemuan ke-14 Kepala Negara ASEAN, telah secara de jure mengubah
ASEAN dari organisasi kawasan yang longgar menjadi sebuah organisasi yang
berdasarkan aturan. Sebagai instrumen pokok ASEAN, maka ASEAN Charter juga
merupakan landasan hukum internal bagi ASEAN. Hal ini sesuai dengan yang
dimaksud dengan hukum internal di dalam The Vienna Convention on the Law of
Treaties between States and International Organizations 1986. Di dalam konvensi
tersebut disebutkan bahwa salah satu dasar hukum internal bagi organisasi
internasional adalah instrumen pokok. Dengan adanya landasan hukum ini, maka
dapat ditentukan batas-batas suatu organisasi internasional dapat melakukan
aktivitasnya. Oleh karena itu, ASEAN Charter sebagai instrumen pokok juga
membatasi tindakan yang dapat dilakukan ASEAN sebagai subyek hukum

internasional.1?®

123 Gerald W. Fry. The Association of Southeast Asian Nations, (New York: Infobase Publishing,
2008), him. 59.



73

2. Mekanisme Pembentukan Hukum dan Kelembagaan ASEAN

Sebagai sebuah organisasi antar pemerintah, maka otoritas tertinggi dalam
organisasi adalah pertemuan kepala negara/pemerintahan negara anggota ASEAN
yang disebut sebagai ASEAN Summit'?, Sebagai lembaga yang memiliki otoritas
tertinggi maka ASEAN Summit memiliki otoritas sebagai pembuat kebijakan
(policy making), pengambil keputusan atas isu-isu utama yang menyangkut
realisasi tujuan-tujuan ASEAN, pengambil keputusan atas hal-hal pokok yang
menjadi kepentingan Negara-negara anggota dan segala isu yang dirujuk
kepadanya. ASEAN Summit dalam mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian-
perjanjian dan keputusan-keputusannya dilakukan oleh ASEAN Coordinating
Council*® yang dikoordinasikan dengan Dewan Komunitas ASEAN. Sehingga
dapat dikatakan bahwa wewenang penuh dalam membuat hukum terdapat pada
ASEAN Summit.

Metode pengambilan keputusan yang dijadikan sumber hukum di ASEAN terdiri
dari konsultasi dan konsensus sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
e dan Pasal 20 Piagam ASEAN. Metode konsensus merupakan konsep politik
dimana kesepakatan semua pihak menjadi titik tolak dari pengambilan keputusan.
Apabila dihubungkan dengan konsep hukum maka konsensus atau kesepakatan
merupakan syarat mutlak dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara bulat.
Hal tersebut menunjukkan ASEAN menganut bentuk hubungan antar negara
interetatique yang bertumpu kuat pada prinsip kedaulatan penuh negara anggota.

3. Keanggotaan ASEAN

Adapun untuk ASEAN, kriteria keanggotaan berikut ditentukan dalam Piagam
ASEAN: (a) berlokasi di kawasan geografis Asia Tenggara yang diakui; (b)

pengakuan oleh semua negara anggota ASEAN; (c) kesepakatan untuk terikat dan

124 ASEAN Summit Otoritas tertinggi pembentuk kebijakan di ASEAN, terdiri dari kepala
negara/pemerintahan negara anggota.

125 ASEAN Coordinating Council Pelaksana Kebijakan ASEAN, terdiri dari para Menteri Luar
Negeri negara anggota ASEAN.
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mematuhi Piagam; dan (d) kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan
kewajiban keanggotaan. ASEAN Summit memutuskan penerimaan anggota baru
melalui konsensus, atas rekomendasi ACC yang terdiri dari semua menteri luar
negeri ASEAN. Proses persiapan dan prosedur penerimaan diatur oleh ACC.
Setelah disetujui oleh ASEAN Summit, negara pemohon harus menandatangani
Instrumen Aksesi Piagam ASEAN.!%

Di ASEAN tidak ada konsep “ASEAN citizenship”. Dalam hal pergerakan,
pengaturan bebas visa untuk seluruh ASEAN belum tersedia. Warga negara dari
suatu negara ASEAN tidak dapat tinggal, bekerja atau belajar di negara-negara
ASEAN lainnya tanpa izin dari pemerintah negara tuan rumah yang bersangkutan.
Terkait pekerja migran, pembahasan tentang instrumen hukum ASEAN untuk
perlindungan hak pekerja migran selama sepuluh tahun terakhir tidak berjalan
dengan signifikan. Ada upaya dibawah AEC untuk memfasilitasi pergerakan tenaga
kerja terampil. Negara-negara ASEAN telah menyepakati Mutual Recognition
Arrangement (MRA)*?" dari delapan pekerja profesional, yaitu insinyur, Arsitek,
Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Akuntan, Tenaga Pariwisata, dan Tenaga Surveyor.
Hal ini memungkinkan kualifikasi penyedia layanan yang diakui oleh otoritas
pengatur di negara asalnya untuk saling diakui oleh negara-negara ASEAN lainnya.
Namun, komitmen ini tunduk pada peraturan domestik, yang menyiratkan bahwa
tidak ada ‘kebebasan penuh’ untuk pergerakan tenaga kerja terampil khususnya dan

pergerakan masyarakat ASEAN pada umumnya.*?

126 H, Thi Ha, M. Thuzar, S. Basu Das, and T. Chalermpalanupap. ASEAN AND The EU IN
PERSPECTIVE: BREXIT & BEYOND, (ASEAN Stud. Cent. ISEAS-Yusof Ishak Inst., vol. 9: 2016),
him. 5. Diakses dari:: https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ASEANEUAUGISSUE.pdf.

127 Mutual Recognition Arrangement (MRA) merupakan pengakuan kompetensi tenaga kerja
profesional di ASEAN.

128 H, Thi Ha, M. Thuzar, S. Basu Das, and T. Chalermpalanupap, op.cit, him. 11.



I11. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis-
normatif (normatif legal research), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk
mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam
hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk
mengikat subjek hukum.'?® Sehingga, penelitian ini mengacu pada kaidah atau
norma hukum yang terdapat dalam hukum internasional, khususnya hukum
organisasi internasional, hukum perjanjian internasional dan instrumen pokok

organisasi internasional EU dan ASEAN.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan lima bentuk pendekatan kualitatif, yakni pendekatan
perundangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan

pendekatan perbandingan (comparative approach).

Pendekatan perundangan dilakukan dengan menelaah peraturan dalam perjanjian
internasional tentang penarikan diri negara dari keanggotaan organisasi
internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 dan instrumen pokok organisasi EU
dan ASEAN. Pendekatan yang kedua adalah case approach yakni pendekatan
melalui penelusuran kasus dan analisis kasus. Kasus yang diambil dalam tulisan ini

adalah kasus penarikan diri UK dari EU.

129 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
him. 35.
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Pendekatan ketiga adalah conceptual approach adalah pendekatan melalui prinsip-
prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan
sarjana maupun doktrin-doktrin hukum. Penulis akan menggunakan konsep yang
didapat dari doktrin hukum untuk membantu menganalisis aturan penarikan diri
dalam ketentuan EU dan ASEAN berdasarkan ketentuan dalam instrumen pokok
EU dan ASEAN. Pendekatan keempat adalah historical approach, dilakukan
dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan
mengenai isi yang dihadapi. Pendekatan terakhir, adalah pendekatan komparatif,
dilakukan dengan membandingan instrumen pokok EU dengan instrumen pokok
ASEAN mengenai ketentuan pengunduran diri dari keanggotaan organisasi yang

bersangkutan.

C. Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data

1. Sumber Data

Di dalam penyusunan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis
normatif, sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum bukan data atau fakta
sosial karena dalam penelitian ilmu hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang
berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan. Data-data yang biasa digunakan
dalam penelitian umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu data primer
atau data yang diperoleh dari masyarakat dan juga data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari bahan-bahan pustaka.**

a. Bahan hukum primer, adalah bahan yang berupa peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, traktat, dan peraturan dari zaman penjajahan yang
hingga kini masih berlaku. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer
instrumen pokok ASEAN yaitu ASEAN Charter dan instrumen pokok EU yaitu
Treaty on the European Union dan Treaty on the Functioning of the European
Union.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau

hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya

130 Bambang Sugono. Metodologi Penelitian Hukum, (Rajagafindo Persada: 2007), him.112.
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diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang
digunakan adalah buku-buku hukum, skripsi, tesis, jurnal, dan sumber
kepustakaan lain yang berkaitan dengan hukum organisasi internasional dan
perjanjian internasional.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier
yang digunakan adalah berupa abstrak, kamus, buku pegangan, dan buku
petunjuk.

2. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Penulis
mengambil data-data yang berhubungan dengan penelitian dari berbagai literatur
penelitian mengenai ketentuan withdrawal (penarikan diri). Data yang akan diambil
dari kajian literatur khususnya yang mengeksplorasi mengenai praktik penarikan
diri negara dari keanggotaan organisasi internasional dan akibat hukumnya
terhadap akomodasi kepentingan negara dan organisasi internasional tersebut.
Peneliti menggunakan metode studi dokumen, dimana data diperoleh dari
kepustakaan berupa perjanjian internasional dan insturmen pokok organisasi
internasional untuk mencari landasan hukum dan jurnal serta buku untuk mencari

landasan teori.

3. Pengolahan Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya data-data tersebut akan diolah
dengan dikategorikan dan dideskripsikan, diinterpretasi dan dianalisis sesuai alur
berpikir dalam penelitian ini. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan
dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya di bidang

hukum organisasi internasional dan hukum perjanjian internasional.
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D. Analisis data

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif yaitu sebuah
penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi
atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang
berlangsung serta akibat yang sedang terjadi dan juga kecenderungan yang sedang
berkembang. Data yang telah dilakukan pengolahan sebelumnya, selanjutnya
dianalisis dengan menelaah sistematika peraturan hukum dalam instrumen pokok
EU dan ASEAN. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pengertian dasar
berupa subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan hubungan hukum
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya di bidang hukum
organisasi internasional, hukum perjanjian internasional dan instrumen hukum EU
dan ASEAN.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan.

1. Penarikan diri oleh negara nggota EU diatur dan didasarkan pada Pasal 49 A

Treaty of Lisbon atau Pasal 50 Treaty on European Union (TEU). Ketentuan
tersebut bersifat lex specialis, menggantikan aturan umum penarikan yang
diatur oleh hukum internasional dalam VCLT 1969, menjadikan tindakan
penarikan diri hal yang mungkin dan sah dari perspektif hukum. Dari kasus
Brexit dapat dipahami bahwa hanya keputusan untuk menarik diri berada dalam
kehendak negara nggota, sedangkan prosedur penarikan diatur oleh EU. Tidak
ada kondisi yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara ketika akan
mengaplikasikan ketentuan penarikan diri dari EU dan negara anggota yang
menarik diri juga tidak perlu menyebutkan alasan atas keputusannya untuk
menarik diri. Pasal 50 TEU hanya mengatur prosedur yang harus diikuti oleh
negara anggota yang hendak keluar.
Bergabung dengan EU berarti suatu negara setuju untuk melepas sebagian
kedaulatannya dalam hal pengambilan keputusan kepada EU, membuat EU
memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pelaksanaan dari berbagai
kesepakatan atas masalah-masalah tertentu yang melibatkan kepentingan
bersama. Sehingga, ketentuan penarikan diri dibutuhkan untuk memberikan
perlindungan terhadap national interest negara anggota, juga sebagai
pernyataan bahwa meskipun EU memiliki kewenangan kolektif dari
penggabungan kedaulatan, negara anggota akan tetap menjadi negara-negara
berdaulat yang independen.



99

2. ASEAN tidak memiliki ketentuan mengenai penarikan diri dalam instrumen

pokoknya dikarenakan dalam proses perumusan ASEAN Charter tidak diterima
kemungkinan pengadaan ketentuan ‘exit’ yaitu pengusiran (expulsion),
penangguhan (sanction), maupun penarikan (withdrawal). Ketentuan keluar
dirasa perumus kebijakan sebagai ketentuan yang bertentangan dengan
semangat kekeluargaan dan kerjasama yang melandasi pembentukan ASEAN.
Apabila terdapat suatu negara yang memaksa untuk mengundurkan diri
sehingga mengakibatkan tidak terpenuhi kewajibannya sebagai anggota,
tindakan negara yang bersangkutan akan dianggap sebagai suatu pelanggaran
serius atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban organisasi. Terhadap negara
anggota yang melanggar kewajibannya secara serius, disepakati bahwa ASEAN
Summit akan memutuskan bagaimana kebijakan untuk penyelesaian masalah
tersebut.
ASEAN dibentuk sebagai forum sistematis untuk menciptakan dan memelihara
perdamaian dan keamanan regional di wilayah Asia Tenggara dan tidak
bertujuan menjadi organisasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan
intervensi terhadap berbagai masalah di tingkat regional. Preferensi negara
anggota untuk tidak memberikan sebagian kedaulatannya kepada organisasi,
menyebabkan ASEAN memiliki kewenangan yang dibatasi oleh perjanjian
yang membentuknya. Komitmen untuk mengimplementasikan perjanjian yang
telah disepakati bersama bukan datang dari organ sentral di ASEAN yang dapat
mengeluarkan dan memberlakukan peraturan yang mengikat dan memaksa
secara hukum sehingga akan menimbulkan ancaman kedaulatan di ASEAN,
melainkan berdasarkan upaya bersama untuk mewujudkan stabilisasi kawasan.
Maka dari itu, ketentuan penarikan diri negara dari keanggotaan oleh para
perumus kebijakan konstitusi ASEAN dirasa tidak dibutuhkan.

B. Saran

Pelajaran bagi ASEAN dan organisasi lain yang tidak memiliki ketentuan penarikan
diri dalam instrumen pokoknya dari kasus Brexit adalah kenyataan bahwa kebijakan

dalam organisasi tidak selalu berjalan linear dengan kepentingan negara-negara
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anggotanya. Sebagai negara berdaulat, menurut penulis, setiap negara anggota
dapat melepaskan keanggotaannya dari organisasi ketika terdapat perubahan yang
mendasar terhadap jalur integrasi dalam instrumen pokok yang dulu disetujui saat
memutuskan untuk bergabung dengan organisasi yang bersangkutan.

Dalam organisasi ASEAN, karena pengambilan keputusan dilakukan melalui
konsultasi dan konsensus, secara teknis, kemungkinan tidak akan ada konsensus
untuk mengizinkan negara mengakhiri keanggotaan dari ASEAN. Untuk itu,
menurut penulis, untuk mengakhiri ketidakpastian atas pertanyaan apakah negara
anggota dapat menarik diri dari ASEAN, dapat dibuat standar operasional prosedur
atau point of reference yang dapat menjadi kriteria bagi negara anggota untuk
mengakhiri keanggotaan dari ASEAN.



DAFTAR PUSTAKA



102

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agusman, D. D. (2010). Hukum perjanjian internasional: kajian teori dan praktik
Indonesia. Refika Aditama.

Bakry, U. S. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama.
Kencana.

Boer, M. (2005). Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika
Global. Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung.

Fry, G. W. (2008). The association of Southeast Asian nations. Infobase Publishing.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum, cetakan ke-11. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Mattli, W. (1999). The logic of regional integration: Europe and beyond.
Cambridge University Press.

Schermers, H. G., & Blokkers, N. M. (2011). International Institutional Law, Fifth
Revised Edition. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden—Boston.

Sunggono, B. (2007). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,

Suwardi, S. S. (2004). Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia.

Suwardi, S. S., & KURNIA, I. (2019). Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta:
Sinar Grafika,

Syahmin, A. K. (1986). Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional. Bina Cipta,
Bandung.

Jurnal

Aini, D. C. (2016). HARMONISASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DENGAN KETENTUAN INTERNASIONAL TENTANG
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 (Asean Economic
Community/AEC 2015). Fiat Justisia: Jurnal llmu Hukum, 9(3).



103

Ariadno, M. K., Ausiandra, Y., Pratiwi, L., & Sholikhah, A. N. (2012).
PEMBANGUNAN BERTAHAP SISTEM HUKUM KOMUNITAS
ASEAN. Jurnal Hukum & Pembangunan, 42(4), 550-581.

Boon, K. E. (2013). 12. The Role of Lex Specialis in the Articles on the
Responsibility of International Organizations. In Responsibility of
International Organizations (pp. 133-145). Brill Nijhoff.

Carmona, J., Cirlig, C. C., & Sgueo, G. (2017). UK withdrawal from the European
Union: legal and procedural issues. European Parliamentary Research
Service, March.

Cerar, M. (2009). The relationship between law and politics. Ann. Surv. Int'l &
Comp. L., 15, 19.

Chesterman, S. (2008). Does ASEAN EXxist: The Association of Southeast Asian
Nations as an International Legal Person. SYBIL, 12, 199.

Daugirdas, K. (2016). How and Why International Law Binds International
Organizations. Harv. Int'l LJ, 57, 325.

Dorr, O., & Schmalenbach, K. (2011). Vienna convention on the law of treaties.
Springer.

Effendi, A. M. (2017). Mengenal Organisasi Regional Lewat Kesepakatan
Regional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 16(6), 600-604.

Florea, D., & Gales, N. (2017). The Brexit Phenomenon. Eur. JL & Pub. Admin., 4,
12.

Helfer, L. (2012). Terminating Treaties dalam The Oxford Guide to Treaties,
(Duncan Hollis ed., Oxford University Press).

Helfer, L. R. (2005). Exiting treaties. Va. L. Rev., 91, 1579.

Helfer, L. R. (2012). Flexibility in international agreements. Interdisciplinary
Perspectives on International Law and International Relations: The State of
the Art, 175, 175.

Hillion, C. A. P. (2016). Leaving the European Union, the Union way: A legal
analysis of Article 50 TEU.

Huysmans, M. (2019). Enlargement and exit: The origins of Article 50. European
Union Politics, 20(2), 155-175.

Jensen, E. (2016). Public International Law: Treaties and International
Organizations (Stanford Law School: California).

Kamil, M. (2005). EUROPEAN UNION DALAM HUKUM INTERNASIONAL.
Jurnal Hukum Internasional: Indonesian Journal of International Law.

Kelsen, Hans. (1948). Withdrawal from the United Nations. The Western Political
Quarterly.



104

Klabbers, J. (2009). The legal position of international organizations. In An
Introduction to International Institutional Law (pp. 38-52). Cambridge:
Cambridge University Press.

Lazowski, A. (2016). Unilateral withdrawal from the EU: realistic scenario or a
folly? Journal of European public policy, 23(9), 1294-1301.

Livingstone, F. (1965). Withdrawal from the United Nations:
Indonesia. International and Comparative Law Quarterly, 637-646.

Loffelholz, M., & Arao, D. A. (2010). The ASEAN guide: A Journalist’s handbook
to regional integration in Southeast Asia. Berlin, Germany: International
Institute for Journalism.

Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada
Media, 55.

Nanda, B., & Permata, I. (2018). BREXIT: Pelajaran bagi ASEAN. Jurnal
Hubungan Internasional, 6(1), 46-55.

Rashica, V. (2019). The Right, Procedures and Reasons of the Withdrawal of States
from International Organizations. SEEU Review, 14(2), 62-77.

Rieder, C. M. (2013). The withdrawal clause of the Lisbon Treaty in the light of
EU citizenship: between disintegration and integration. Fordham Int'l
LJ, 37, 147.

Riekkinen, M. (2016). European Union Law: a Textbook for Master’s Degree
Students/ed. P. Biriukov and V. Tuliakov. Voronezh: VSU Publishing
House, 2016. 476 p. Russian Journal of Comparative Law, (3), 106-108.

Sands, P., & Klein, P. (2009). Bowett's law of international institutions. Sweet and
Maxwell.

Schwelb, Egon. (1967). Withdrawal from the United Nations: the Indonesian
Intermezzo. The American Journal of International Law.

SD, H. A., & Sherin, V. (2018). Pengaruh British Exit (Brexit) terhadap kebijakan
pemerintah Inggris terkait masalah imigran. Intermestic: Journal of
International Studies, 2(2), 156-170.

Sefriani, S. (2015). Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional.
Padjadjaran Journal of Law, 2(1).

Spandler, K. (2016). Regional Organizations in International Society:
Decolonization, Regionalization and Enlargement in Europe and Southeast
Asia (Doctoral dissertation, Eberhard Karls Universitat Ttibingen).

Stubbs, R. (2019). ASEAN sceptics versus ASEAN proponents: evaluating regional
institutions. The Pacific Review, 32(6), 923-950.

Sujadmiko, B. (2012). Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo). Fiat Justisia: Jurnal
lImu Hukum, 6(1).



105

Tietje, C. (1999). The changing legal structure of international treaties as an aspect
of an emerging global governance architecture. German YB Int'l L., 42, 26.

Tyagi, Y. (2009). The denunciation of human rights treaties. The British Year Book
of International Law, 79(1), 86.

Von Borzyskowski, 1., & Vabulas, F. (2019). Hello, goodbye: When do states
withdraw from international organizations? The Review of International
Organizations, 14(2), 335-366.

Wessel, R. A. (2018). Consequences of Brexit for international agreements
concluded by the EU and its Member States. Common market law
review, 55(Special).

Widdows, K. (1982). The Unilateral Denunciation of Treaties Containing No
Denunciation Clause. British Yearbook of International Law, 53(1), 83-
114.

Wieduwilt, S. (2015). Article 50 TEU-The Legal Framework of a Withdrawal from
the European Union. ZEuS Zeitschrift fir Europarechtliche Studien, 18(2),
169-205.

Woolaver, H. (2019). From Joining to Leaving: Domestic Law’s Role in the
International Legal Validity of Treaty Withdrawal. European Journal of
International Law, 30(1), 73-104.

Woon, W. (2017). The ASEAN Charter ten years on. Contemporary Southeast
Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 39(2), 245-251.

Skripsi

Albayumi, F. (2012). SOFT LAW SEBAGAI SEBUAH STRATEGI: STUD
KASUS PIAGAM ASEAN (ASEAN CHARTER). SPEKTRUM, 12(2).

Ramlah, S. (2014). “Implikasi Asean Charter 2007 Terhadap Kerjasama Ekonomi
Antarnegara anggota Asean Dalam Bidang Perdagangan Barang”.
(Universitas Hasanuddin Makassar)

Sabaroedin, J. (2012). Ketentuan hukum internasional mengenai pengunduran diri
dari keanggotaan organisasi internasional: studi kasus Association of
Southeast Asian Nations. Ul

Respitono, A. (2006). TINJAUAN YURIDIS EU DAN KEDAULATAN NEGARA-
NEGARA ANGGOTANYA (Doctoral  dissertation, UNIVERSITAS
AIRLANGGA).



106

Website

‘Power in the EU: The Supranational Thesis’, University of Groningen. Diakses
dari <https://www.futurelearn.com/info/courses/european-
culture/0/steps/23521>

Abidin, Shazelina Z., (2016). ‘International Organisations’, <https://www.e-
ir.info/2016/12/30/international-organisations/>

European Union. (2007). Treaty of Lisbon: Amending the Treaty on European
Union and the Treaty Establishing the European Community. Office for
Official Publications of the European Community.

Fact Sheet on  ASEAN  Community.  (2018). Diakses  dari
(https://asean.org/?static post:fact-sheet-asean-community)

Fraser, Cameron. (2010). The European Union as a model for regional integration.

(Council on Foreign Relations). Diakses dari
https://www.cfr.org/report/european-union-model-regional-integration, 30
November 2020.

Gabel, Matthew J. (2020). European Union Encyclopedia Britannica January.
Diakses dari https://www.britannica.com/topic/European-Union

H. Thi Ha, M. Thuzar, S. Basu Das, and T. Chalermpalanupap. (2016). ASEAN
AND the EU IN PERSPECTIVE: BREXIT & BEYOND, (ASEAN Stud.
Cent. ISEAS-Yusof Ishak Inst, wvol. 9). Diakses dari:
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ASEANEUAUGISSUE.pdf.

Kittrie, Orde. (2021). “International Law”. Diakses dari
https://www.fdd.org/analysis/2021/01/14/international -law/

MAG&P Lawyers. (2019). MEMAHAMI ASAS PENGUJIAN EX TUNC DAN EX
NUNC DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA.
https://manplawyers.co/2019/09/16/memahami-asas-pengujian-ex-tunc-
dan-ex-nunc-dalam-sengketa-tata-usaha-negara/

McBride, James. (2020). How Does the European Union Work, (Council on
Foreign Relation). Diakses melalui https://www.cfr.org/backgrounder/how-
does-european-union-work, 30 November 2020.

Overview of the Legality of the Use by a State Of Nuclear Weapons in Armed
Conflict Case. (1996). ICJ Advisory Opinion. Diakses dari https://www.icj-
cij.org/en/case/93.

Puccio, Laura. (2016). ‘Briefing A Guide to EU Procedures for the Conclusion of
International Trade Agreements’, European Parliament Think Tank.
Diakses dari
<https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593489/EP
RS_BRI(2016)593489 EN.pdf>

Thuzar, Moe. (2017). “What does it take to join ASEAN?”, (ISEAS Yusof Ishak
Institute, No. 36).


https://asean.org/?static_post=fact-sheet-asean-community
https://www.cfr.org/report/european-union-model-regional-integration
https://www.britannica.com/topic/European-Union
https://manplawyers.co/2019/09/16/memahami-asas-pengujian-ex-tunc-dan-ex-nunc-dalam-sengketa-tata-usaha-negara/
https://manplawyers.co/2019/09/16/memahami-asas-pengujian-ex-tunc-dan-ex-nunc-dalam-sengketa-tata-usaha-negara/
https://www.cfr.org/backgrounder/how-does-european-union-work
https://www.cfr.org/backgrounder/how-does-european-union-work
https://www.icj-cij.org/en/case/93
https://www.icj-cij.org/en/case/93

107

Perjanjian Internasional

Association of Southeast Asian Nations. The ASEAN Charter. Singapura, 20
November 2007.

European Union. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and
the Treaty establishing the European Community. Lisbon, 13 Desember
2007.

United Nations. Charter of the United Nations. San Francisco, 26 Juni 1945.

. Vienna Convention on the Law of Treaties. Wina, 23 Mei 1969.



